Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

: bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

:1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5995).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tehun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalan Negeri Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa. (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1367);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah  tangga  Desanya  dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur
Kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayvah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yvang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
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10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Desa.

12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB
adalah merupakan perencanaan atau wusulan rincian
pekerjaan yang akan di tuangkan dalam DPA.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran vyang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pemegang Kekuasaan Pengelola
Keuangan Desa.

14.Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa adalah
Kepala Desa yang karena jabatannva mempunyail
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelola
keuangan Desa.

15. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa
yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa.

16.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di
desa.

17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat  yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir
Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala
Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan,
meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
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Pasal 2

(1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
meliputi :

a. penyusunan, perencanaan dan evaluasi rancangan
APBDesa;

b. pelaksanaan dan penatausahaan APBDesa;

c. perubahan APBDesa; dan

d. laporan semester dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa.

(2) Tahapan Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi APBDesa
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

(3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD,
Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran 1l Peraturan
Bupati ini.

(4) Format Pelaksanaan APBDesa yang meliputi Keputusan
Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, DPA, RAB,
Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank,
Buku Kas Pembantu Pengeluaran, Buku Kas Pembantu
Kegiatan, Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas,
Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak,
Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab
Belanja dan Bukti Penerimaan tercantum dalam Lampiran
11l Peraturan Bupati ini.

(S5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa, Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD,
Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

(1) Peraturan Desa tentang APBDesa, disampaikan ke Bupati
sesuai dengan tahapan evaluasi.

(2) Perubahan APBDesa dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam
1 (satu) Tahun Anggaran, setelah Perubahan APBD
Kabupaten Tahun berjalan ditetapkan.

(3) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa tentang
APBDesa, Kepala Desa menyusun Penjabaran APBDesa
yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.
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(4) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga
yang tidak mengikat ke desa yang diterima setelah
ditetapkannyva Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa, dilakukan dengan mekanisme Perubahan
Peraturan Kepala Desa yang akan dicantumkan dalam
Perubahan Peraturan Desa.

(5) Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diinformasikan kepada BPD.

Pasal 4

(1) Kepala Desa menyusun DPA berdasarkan Peraturan Desa
tentang APBDesa vang sudah ditetapkan untuk
melaksanakan APBDesa.

(2) Dalam hal ada pergeseran anggaran pada penjabaran
APBDesa, Kepala Desa dapat melakukan perubahan DPA.

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan dalam hal :

a. keadaan vang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar jenis belanja antar kegiatan, pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian
obyek belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan,

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Belanja Desa vang ditetapkan dalam APBDesa digunakan
dengan ketentuan :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari

jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk

mendanail  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa; dan
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b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah

anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;

2. operasional pemerintahan Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan
Desa; dan

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok.

(3) Pengalokasian kegiatan dalam APBDesa dilakukan sesuai
kode rekening anggaran vang telah ditetapkan sebagaimana
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Pengalokasian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) apabila tidak ada kode rekening anggaran, dapat
menambah kode rekening baru.

Pasal 6

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa
dilakukan penatausahaan dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka kelancaran pembayaran keperluan
operasional Pemerintah Desa, Bendahara dapat menyimpan
sejumlah uang tertentu pada Kas Bendahara;

(2) Jumlah maksimal uang tunai yang ada pada Kas
Bendahara pada setiap akhir bulan paling banyvak sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 8
(1) Pengelolaan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

dicantumkan didalam APBDesa.
(2) Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

ol
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(3) Pedoman Umum Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari :

a. Laporan Semester Pertama disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan

b. Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(2) Format Laporan Semester Pertama, Semester Akhir Tahun
dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa tercantum dalam Lampiran VI Peraturan
Bupati ini.

Pasal 10

(1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada
BPD dan Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa.

(3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan
sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa
disampaikan oleh Pj. Kepala Desa yang disertai dengan
Berita Acara Serah Terima Kas.

(2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pj. Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa diganti
ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun
anggaran vang bersangkutan.

(3) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan
keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD

als
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Pasal 12

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa;
b. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
c. memfasilitasi dan mengevaluasi penetapan peraturan
desa terkait pengelolaan keuangan desa;
d. monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa;
e. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan keuangan desa; dan
f. mengadakan Bimbingan Teknis dan peningkatan
kapasitas kepada Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana
Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPTKD).
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Lembaga vang berwenang.

Pasal 13

(1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah kerja
masing-masing.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi, bimbingan,
supervisi dan pelatihan kepada Pemerintah Desa terkait
pengelolaan keuangan desa.

Pasal 14
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan Pasal 12 dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman

ol
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Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Perhitungan
APBDesa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATA TULUNGAGUNG, /)

/ sY YO

Diundan di Tulungagung
pada tan 15 Desember 2015
SEKRET, DAERAH

/ Ir. INDRA FAUZI, MM
' Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 44



1.1

1.2

1.3

11

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI APBDesa

PENYUSUNAN APBDesa.

(1)

(2)

(3)

Paling lambat bulan Januari Desa melakukan rembug dusun
atau lingkungan atau sebutan lain, untuk menampung usulan
rencana pembangunan.

Paling lambat minggu pertama bulan Pebruari desa melakukan
Musrenbang/rembug desa untuk menyusun perencanaan
Pembangunan desa vang akan menjadi pedoman bagi
pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa,
untuk RPJM Desa bagi yang awal Masa Jabatan dan RPJM Desa
yvang dilakukan Perubahan.

RKP Desa disusun pada bulan Pebruari tahun berjalan untuk
selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa paling lambat
bulan Juni.

PERENCANAAN APBDesa.

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang

* APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan.

Sekretaris Desa menyampikan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada angka 2 (dua) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan disepakati bersama, paling lambat bulan QOktober
tahun berjalan.

Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada angka
3 (tiga) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka (4)
dianggap sah apabila disepakati '2 (satu perdua) ditambah
1 (satu) dari jumlah BPD, yang dibuktikan dengan tanda tangan
dalam kesepakatan bersama.

Dengan kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD dalan
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, BPD
menindaklanjuti dengan Keputusan BPD tentang persetujuan
atas rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang
APBDesa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, menjadi Peraturan
Desa Tentang APBDesa, ditetapkan  paling lambat
tangal 31 Desember tahun berjalan.

EVALUASI RANCANGAN APBDesa

(1)
(2)

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Camat.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disepakati bersama, sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2
angka 5 (lima) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

¥



(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

12

Untuk melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua) Camat dapat membentuk Tim Evaluasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dapat
melakukan konsultasi kepada Bupati.

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua)
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima)
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) Peraturan
Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa, tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang
lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan Kepala Desa
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa
tersebut dengan Keputusan Camat.

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan)
sekaligus menyatakan berlakunva pagu APBDesa tahun
anggaran sebelumnya.

Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka
9 (sembilan) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran
terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud pada angka 9 (sembilan) dan selanjutnya Kepala Desa
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

BUPATI \TULUNGAGUNG, /)

/? SY. YO
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LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

2.1 Format Sampul Rancangan APBDesa

KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN PERATURAN DESA .......

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
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2.2 Format Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa

KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN
PERATURAN DESA ........
NOMOR ..... TAHUN 20.....

Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri

Mengingat s il

Dalam Negen Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan

Rancangan Peraturan Desa ........ tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa Rancangan Peraturan Desa ......... tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurufb perlu menetapkan

Rancangan Peraturan Desa ......... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa  menjadi Peraturan
Desa .....cco..... tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

e
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Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094,

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2015 Nomor 166- 1},

dst... e

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan
KEPALA DESA .......

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 20......

Pasal 1
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .......... Tahun 20....
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 0,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyvarakatan Desa Rp. 0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 0,00
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00
Jumlah Biaya Rp. 0,00
Surplus/Defisit Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,00

A~k
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Pasal 2

1) Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

2) Dokumen Rincian Kegiatan yang merupakan Penjabaran dari
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud akan dijabarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa ...........

Ditetapkan di  ........cocovvinnnen
pada tanggal

KEPALA DESA ......,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di = ........ccoeeeeenn.
pada tanggal = ...

SEKRETARIS DESA ......,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA ........... TAHUN 20... NOMOR ........
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LAMPIRAN : PERATURAN DESA ........

NOMOR

TANGGAL :
TENTANG :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ............ PR e s

TAHUN ANGGARAN 20......

........................

Anggaran Pendapatan dan
j Tahun

Desa

PENDAPATAN

URAIAN

PENDAPATAN ASLI DESA

Hasil Usaha

Hasil BEUMDes

el e T ]

Tanah Kas Desa :

- Bengkok Kepala Desa

- Bengkok Sekretaris Desa

- Bengkok Kepala Dusun ..............

- Bengkok Kaur ........c.c......

- dst...

- Bengknk I;t‘:laksana Teknis Lapanagan ......

- dst...

- Tanah Titimm Pangonan, Sengkrenan dll

- dst...

Hasil Aset

Tambatan Perahu

Pasar Desa

Tempat Pemandian Umum

Jarmgan [ngas:

b B B2 2B [

U | s (L0 D [

dst.. . Sk

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya tenaga kerja

Wit G

Barang /bahan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

ala

Retribusi Pelayanan administrasi

- Biaya adm. Jual beli

- DBiayva adm keramaian

- Biaya adm pendirian bangunan

- Biaya adm Pengurusan sertifikat

- dst...

—

Rtmbusl Pemaknmn I{e:hayaan Desa

- Retribusi Pasar

- Retribusi Pakir

- Retribusi Kios/Toko

R |-

Retribusi Pasar

Hasﬂ Penjualan Pengelolaan aset desa

Pcnenmaan dam Simpanan

- Penerimaan jasa Bank

CIl e~

Jumlah : 1.1

A


http://ailrf.ll
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KODE

REKENING

URAIAN

PENDAFATAN TRANSFER

R e bV )i R SRRl [ i s, T

1

Dana Desa

|00 SR N

1

Diana Desa

i) s

ST 5

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.

[Seg] ]

Lt

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa

Bantuan

[ sl) ST 5]

I NYFN

Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan Kabupaten

Jumlah : 1.2

PENDAPATAN LAIN-LAIN

-

(=

Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke -3 yang tidak
mengikat

Hibah dari Pemerintah pusat

Hibah dari Pemerintah Provinsi

Hibah dari Pemerintah Kabupaten

—

Hibah dari Lembaga/Organisasi Masyarakat

Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan

et | | o | et |t | et

WL W (W

| g | s | et | et
Oh N b [ L b =

Bantuan dari donatur desa

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

[y

Hasil Kerjasama dengan Pihak ke-3

(SART A

LSS S

Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

L S SRS

| |

Belanja Pegawai

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

b. Tunjangan BPD

¢. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

e, QB iciavibas Sk m ki -

Operasional Perkantoran

e

s gl] 5]

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda Pos

- Dokumentasi

- Cetak /Penggandaan/foto copy

- Sewa perlengkapan

- Makan minum rapat

Makan minum harian

- Perjalanan Dinas

- Langganan Koran

-  Pakaian Dinas dan Atribut

- Alat dan Bahan Kebersihan |

- Pemasangan Air, Listrik,dan Telepon/internet

- Pembayaran Air, Listrik,dan Telepon/internet

- Pemeliharaan

- _Honor tim pengelola...........
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URAIAN ANGGARAN KET
Belanja Modal
- Meja dan Kursi
- Komputer
- Mesin Tik
- Papan data d.mdmg PEK
- dst., i
EIERE Operasional BPD
211( 3 Belanja Barang dan Jasa
2(1| 4 Operasional / Insentif RT dan RW
211 4 Belanja Barang dan Jasa
2|1, 5 Penyelenggaraan Musrenbang Desa N
21115 Belanja Barang dan Jasa
2|16 RPJM Desa
2|11 6 Belanja Barang dan Jasa
'_2_ s Penyelenggaraan RKP Desa
(21X |7 Belanja Barang dan Jasa ]
al1[s Penyelenggaraan BBGRM
21118 Belanja Barang dan Jasa
219 Penyelenggaraan PHEN RI
(2111 9 Belanja Barang dan Jasa
2[1]10 HUT Desa —
211110 Belanja Barang dan Jasa
2111 Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
211111 Belanja Barang dan Jasa
2|1 )12 Biaya penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa
211112 Belanja Barang dan Jasa
21119 Pendataan Profil Desa /data desa
2 -] a8 Belanja Barang dan Jasa =
2114 Pengadaan program penyelengaraan pemerintahan
21114 Belanja Barang dan Jasa
2114 Belanja Modal
2[1]15 Penyelengaraan kerjasama antar desa — !
211115 Belanja Barang dan Jasa
21|16 Pembangunan/rehab Kantor Desa i
211]16 Belanja Barang dan Jasa
211116 Belanja Modal
2] 1] 3 Pembangunan/rehab Balai Desa kil -
L2 ] X |LF Belanja Barang dan Jasa
VR 1E | Belanja Modal
2118 Pembangunan gapuro/pagar
2|1 18 Belanja Barang dan Jasa
2131 | 18 Belanja Modal
2|1 19 HAE s
Jumlah : 2.1
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[
-0 URAIAN ANGGARAN | KET
2|2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA —
f2/2| 1 Pembangunan Saloran Irigasi il il B il
2| 2| 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
212 1 | 3 | Belanja Modal
2 22 Pembangunan Plengsengan
212 | 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa
22| 2|3 | Belanja Modal
22| 3 Pembangunan jalan Paving
2121 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
22| 3|3 |Belanja modal
2. 2] a4 Pembangunan jalan Rabat
2 2| 4| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2| 4|3 | Belanja Modal
228 Pembangunan jalan Makadam
2 | 2| 5| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 5| 3 | Belanja modal
22| 6 Pengaspalan jalan/perawatan
2| 2| 6| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 6 3 | Belanja Modal
g 3! %] Pembangunan jembatan
2 2| 7 2 | Belanja Barang dan Jasa
AR _:z___% 7 3 | Belanja Modal
2 2| 8 Pembangunan Dam/Bendungan air B
2 2| 8 |2 | Belanja Barang dan Jasa .
2 2| 8|3 | Belanja Modal
229 Pembangunan Tambatan Perahu
22| 9| 2 | Belanja Barang dan Jasa
212 | 9| 3 | Belanja Modal
2|2 (10 Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro
212 | 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa I
212 ]10| 3 | Belanja Modal ) -
2211 Pembangunan Lumbung Desa
| 2] 2| 11| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 2 1 11] 3 | Belanja Modal
2|2 |12 Pengembangan lokasi wisata
2| 2| 12| 2 | Belanja Barang dan Jasa N
212 | 12| 3 | Belanja Modal
Pengembangan komoditas tambang mineral bukan T
2|2 |13
ogam
2| 2| 13| 2 | Belanja Barang dan Jasa
| 2 | 13| 3 | Belanja Modal
2 2 14 Pengembangan tambang batuan
2| 2| 14| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 2| 14| 3 | Belanja Modal
22|15 Pengembangan rumput laut
2| 2| 15| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2115| 3 | Belanja Modal
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et el

URAIAN

m bp i i i d =1

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pengelolaan sampah

Belanja Barang dan Jasa

(S ESIISITCITSI S

Belanja Modal

Pembangunan air bersih berskala desa

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

sanitasi lingkungan

Pembangunan
Belanja Barang dan Jasa

mu;a mwin

rolno|na ww|n rolra(ma)ra o )

Belanja Modal

Pembangunan MCK

Belanja Barang dan Jasa

[0l SR )

Belanja Modal

Pembangunan gedung posyandu

| Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

b B M!MD

PMT gizi pada posyandu Balita/Laasia

Belanja Barang dan Jasa

23

Penanggulangan sarang nyamuk

el i )

23| 2

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan obat pembasmi nyamulk

24| 2

Belanja Barang dan Jasa

ol

S T S 5

Pembinaan dan pengelolaan Paud

b (] NN NI (N NN

25] 2

Belanja Barang dan Jasa

Pengembangan dan pembinaan sanggar semi

N

26 2

Belanja Barang dan Jasa

27

Pembangunan gedung Paud/TK

S ] SRR

m'Iu '~

27] 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja modal

gedung perpustakaan

28| 2

Pembangunan
Belanja Barang dan Jasa

STESTE 5]

28| 3

Belanja Modal

29

Pembangunan balai pendidikan/pelatihan

29| 2

Belanja Barang dan Jasa

29 3

Belanja Modal

Pengadaan APE Pand/TK

30 2

BHelanja Barang dan Jasa

b | B I b b

30 3

Belanja Modal

31

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

31 2

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan Pasar/Kios/los

32| 2

Belanja Barang dan Jasa

B ha | b Bl |

32 3

Belanja Modal

MLH bk | | b bk | b B2 B B [l g ) 5]

Lu ) ]

‘33

2 [38] 2.

Pembentukan BUMDesa

‘Belanja Barang dan Jasa
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34

| Penguatan Permodalan BUMDesa

URAIAN

2|2
2 | 2 | 34| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2,2 |35 Pembibitan tanaman
2| 2 | 35| 2 | Belanja Barang dan Jasa
22|36 _“_Pﬂnﬂl!lunmuﬂnpnmpalirmtﬂpertnnlu
2| 2 ]36] 3 | Belanja Modal
2| 2|37 Pengadaan mesin alat tanam pl&i!j-g_n_ng_l
2|2 |37]| 3 | Belanja Modsl
2|2 |38 Pengadaan mesin alat perontok padi/jagung
2| 2 | 38| 3 | Belanja Modal
212139 Pengadaan mesin penggilingan padi/jagung
2| 2]39]| 3 | Belanja Modal
212 )40 Pengadaan mesin pembuatan pakan ternak
212140 3 | Belanja Modal
2|2 |41 Pengadaan kapal penangkap ikan i
2 2141] 3 | Belanja Modal
|
2/2 |42 Pembangunan kolam ikan dan pembenihan
2| 2| 42| 2 | Belanja Barang dan Jasa
21 2|42)| 3 | Belanja Modal
2 2|43 Pengadaan material instalasi biogas
2|2 | 43| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|2 |43 | 3 | Belanja Modal
| 2| 2 | 44| | Pengadaan bibit tanaman i
| 2 | 44 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
22|45 Pembuatan terasiring
2| 2 | 45| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2’ 2 “ MI‘.!'.!.'I.I.*I.I'P'!Q! =
f Jumlah :2.2
2|3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
2|31 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
213 | 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
23] 2 Pelatihan LPM/KPM/PKK/Karangtaruna dll)
2|3 | 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2/ 3 3 Pembinaan kernkunan umat beragama
| 2| 3| 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
(2|3 4 Tthinunkmhndmmhlbﬂdﬁytmnpnht
21 3| 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2/3| 5 Pembinaan penyuluhan HIV/ Narkoba
2|3 | 5| 2 | Belanja Barang dan Jasa
EREIE: Pengadsan Sarana dan prasarana olah raga
2|3 | 6| 3 | Belanja Modal
2|37 i
|
Jumlah : 2.3 E
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KODE

URAIAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

24 |
24 |1 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa - |
2[4 | 1] 2 |Belanja Barang dan Jasa ] |
242 Pelatihan pendidikan bagi BFD |
214 2 2 |Belanja Barang dan Jasa - |
2|4 3 Pelatihan Tim Pengelola Kegitan (TPK) i
| 214 | 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2/4 4 Pembinaan penyusunan RAB B
2| 4 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
| 1
2/4.| 5 Pembinaan Penatansahaan Kegiatan ]
2|14 5 2 | Belanja Barang dan Jasa '
| | ===
24 6 Pelatihan Tim penyusunan RPJM, RKP, Musrenbang |
214 | 6 2 | Belanja Barang dan Jasa -
' l
2|4 | 7 Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat
214 | 7| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2/ 4 8 Pelatihan teknologi tepat guna
2 4 | 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
24l 9 Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan
perdagangan ~ _
2 9 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2/ 410 Peningkatan kelompok usaha ekonomi produlktif
214 | 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 4 | 10| 3 | Belanja Modal
24 11 Kegiatan PKK/Perempuan : N
|2 {4 | 11| 2 | Belanja Barang dan Jasa
(2]« 12 Kegiatan LPM e
|24 | 12| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 4 [ 13| | Kegiatan KPM g
2| 4| 13| 2 | Belanja Barang dan Jasa
24|14 Kegitan Karang Taruna/pemuda/anak
2 | 4 | 14| 2 | Belanja Barang dan Jasa N —
24 15 Kegiatan Linmas
2| 4 | 15| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2416 Bantuan Sosial kelompok masyarakat miskin I
2 | 4 | 16| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 4|17 Peningkatan kelompok tani, nelayan, pengrajin
2 4 17| 2 | Belanja Barang dan Jasa -
2 | 4 | 18] | dSt.cccrnieincriiinans
Jumlah : 2.4 E
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KODE '
REKENING URAIAN ANGGARAN
2|5 BIDANG TAK TERDUGA
2 5|1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2|5 ]| 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
25| 2 Gl v B B
Jumlah : 2.5
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMEIAYAAN
3|1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3014 1 SILPA
3| 1] 1] 1| SisalLebih Perhitungan Anggaran
3111 2 Pencairan Dana Cadangan
3|1 ] 2] 1 |Pencairan Dana Cadangan
o 0 O v Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
3|1 3 1 |Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan L
Jumlah : 3.1
3| 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3123 | 1 Pembentukan Dana Cadangan
3|2 | 1| 1 |Pembentukan Dana Cadangan
312] 2 Penyertaan Modal Desa
3|2 2 1 |Penyertaan Modal Desa
Jumlah : 3.2
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA .....ccciiiininns
fies
Cara Pengisian :
1. Kolom 1diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4, Kolom 4 diisi keterangan untuk sumber dana dengan kode rekening pendapatan
(1.1 /1211 /122.1/123.1/1.24.1/1.24.2dan 1.3) atau
(PAD / DD / BHP & RD / ADD / BKP / BKK dan PLL)
5. Nomor kode rekening 3 (tiga) digit tidak boleh dirubah dan ditambah
6. Nomor kode rekening 4 (empat) digit tidak beleh dirubah dan boleh ditambah
7. Nomor kode rekening 4 (empat) digit yang tidak digunakan boleh dihapus
8. Penambahan kegiatan Nomor kode rekening melanjutkan nomor yang sudah ada
9. Penjumlah setiap 1 digit, 2 digit dan 3 digit kode rekening.
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2.3 Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa

Dm [ RER AR R RN E)
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA ...... DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN 20.... (diisi nomor agenda Pemdes)
NOMOR ..... TAHUN 20.... (diisi nomor agenda BFD)

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA ......

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA .....cooon00o TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

j 2

Nama
Jabatan

Pada hari ini ................ tanggal ................ bulan ....
seeeaean.ey kami yang bertanda tangan dibawah ini :

TAHUN ANGGARAN 20....

Kepala Desa .........

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ......

7

Nama
Jabatan
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan

. Nama

Jabatan
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan

: Ketua BPD ............

¢ Wakil Ketua

Sekretaris BPD

: Anggota BPD
: Anggota BPD

: Anggota BPD
3 b R e e

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa

.........

Kecamatan .........
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Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa ... Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... telah
dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme
APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan
Peraturan Desa .......... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .........
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggab sah apabila
disepakati %2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan
Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa ... dan Badan
Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar
dalam Penetapan Peraturan Desa .......... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

Dibuat di :
pada tanggal :

KEPALA DESA ..... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA ........
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2.4 Format Keputusan BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DEBK .isiivsssesrnsssrose .» KECAMATAN .....c.co0evunnen.
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DEBA ARSI E R RS R LR R NN KECmTM ------------------------
NOMOR : ..... TAHUN 20...
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA ............
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DESA .............
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DEBA .....cccconniaeinaes KECAMATAN ...ocovivivnnnirnnnnns
Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang ......., telah
disepakati dalam musyawarah Badan Permusyvawaratan
Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten ...........;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawartan Desa tentang Persetujuan Rancangan
Peraturan Desa tentang ..................menjadi Peraturan Desa;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Daerah  Kabupaten  Tulungagung Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 166-1);

B 88t . onnns e

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan
Peraturan Desa ............ tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa ......... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;

KEDUA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20...;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  ..............
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA .......... KECAMATAN .........

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung di 'I'u]ungagung
2. Sdr. Camat .. o 01 SR
3. Sdr. Kepala Desa.....oooooo...... di i mm—n

BUPATI\ TULUNGAGUNG, /j

/5? SY. YO
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

3.1 Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a untuk kelancaran dalam pelaksanaan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka
perlu ditetapkan Penjabaran APBDesa dengan Peraturan
Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); ‘/{



7. Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015
Nomaor 166-1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  TAHUN
ANGGARAN 20......
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .......... Tahun 20.... terdiri atas :
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa BP: coiasmanaies:
b. Dana Desa | R
¢. Bagian dari Hasil Pajak Daerah RP. o onrvssmmvisss
Dan Retribusi Daerah B o vrins pepmatia
d. Alokasi Dana Desa L
e. Bantuan Keuangan Provinsi RPwscieasoiiianss
f. Bantuan Keuangan Kabupaten |14 + T
g. Pendapatan Lain-Lain BY: civisiaisionss
Jumlah Pendapatan FRB cisiiannsenieienis
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. ................
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa RE. cmmmmsaen
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  Rp. ................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 R
e. Bidang Tak Terduga ] T
Jumlah Biaya RP. coeccnsensnsnosenes
Surplus/Defisit BP: cevsrsssussisauiss
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan 1 ¢ SERE
b. Pengeluaran Pembiayaan |34 o T
Selisih Pembiayaan (a-b) P susssssasanssasusie
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun IRP. cscvsivinnionasiios

30

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Berkenaan (SiLPA)
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Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [, II, I, 1V, V, VI dan VII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 4
Peraturan Desa ini mula: berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setip orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ............

Ditetapkan di
pada tanggal

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA ........... TAHUN ........ NOMOR ........
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LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA ........

NOMOR : ..... Tahun 20....
TANQOAL. ¥ caigcasiiiios
TENTANG : Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......
SUMBER DANA : PENDAPATAN ASLI DESA
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN KET
1]1 PENDAPATAN ASLI DESA
2 BELANJA
211 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
2|11 Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
211 1 | 1 | Belanja Pegawai ;
AL |
(3]2] BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA |
2|21 Pembangunan Saluran Irigasi
212 | 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
22| 1| 3 | Belanja Modal
2|3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAHATAN DESA
2|3 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
23| 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
dst ..... _
2[4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 3 .
2|4 1 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
214 | 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
T T o R L RO D2kt
2[5 BIDANG TAK TERDUGA o e ji
2|85 |1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
25| 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
3 PEMEBIAYAAN
|31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
311 & SILPA
dst...... s e
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3211 Pembentukan Dana Cadangan
Bt ssmanrpiini
[ .

KEPALA DESA

----------------



SUMBER DANA :
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LAMPIRAN : PERATURAN KEFALA DESA ........

NOMOR : ......Tahun 20....

TANGGAL

TENTANG Pﬂﬂ.lan
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun ﬁﬂggaran 20

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......

DANA DESA

REKENING

LT &
i |

URAIAN

| DANA DESA

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

| Penghasilan Tetap dan Tunjangan

olea
whﬂlﬂ“

—_

_ Belanja Pegawai

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

| Pembangunan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan Jasa

Wk

Belanja Modal

=S ]

w
-

BIDANG FEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

gl

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

=9

Belanja Barang dan Jasa

| BIDANG PEMBERDAYAAN IIAEYARAKA.T DESA

Pehtihm![epdnmdml’mqﬂnnm

ok

(=9

Belanja Barang dan Jasa

KEPALA DESA

.................
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LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA ........

NOMOR ¥ i Tahun 20....

TANGGAL :

TENTANG i;l-.’.'.l.:l'j.a"bam-ramn.m
Pendapatan dan Belanja Desa

sssmamnn

Tahun Anggaran 20.....

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......

SUMBER DANA : BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Anggaran

;' KODE .
. ‘ - | BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUST |
| DAERAH
I
1 - | BELANJA
2 [ 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2/1]1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
21 1] 1| 1 | Belanja Pegawai
T
2|2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA i
221 Pembangunan Saluran
2121 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
2121 1|3 | Belanja Modal
B i Ay R e
2|3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
2|13 |1 Pembinaan Ketentraman dan Hetertiban
' 213 | 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
L TR
2|4 BIDANG PEMBEERDAYAAN MASYARAKAT DESA - .
(214 1 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2|4 | 1| 2 |Belanja Barang dan Jasa
|
2|5 BIDANG TAK TERDUGA
2/ 5|1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa -
2|5 ]| 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
3 PFEMBIAYAAN
3|1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
BRI SILPA
A8t s e
3|2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3|21 Pembentukan Dana Cadangan
[ |-

KEPALA DESA ..,
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LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA ........

NOMOR : .....Tahun 20....

TANGGAL :

TENTANG : Penjabaran

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......

SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA

KODE

Anggaran 20.....

URAIAN

1|1 2] 3 ALOKASI DANA DESA
2 BELANJA
211 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2111 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2| 1] 1| 1 | Belanja Pegawai
[ 1 I |
1
2| 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2|21 Pembangunan Saluran Irigasi
2|12 | 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
22| 1| 3 |Belanja Modal
L —
2| 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
2 3|1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2|3 | 1] 2 |Belanja Barang dan Jasa - R .
dst] .................
2 4 BIDANG PEMBEERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 4|1 Pelatiban Kepala Desa dan Perangkat Desa
2|4 | 1| 2 |Belanja Barang dan Jasa
ABE iy
25 BIDANG TAK TERDUGA = % __ |
251 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2|5 | 1|2 |Belanja Barang dan Jasa
3| | PEMBIAYAAN
3|1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3|1 1 SILPA
dsti
3|2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
31211 Pembentukan Dana Cadangan
Fa v
- |

KEPALA DESA ....coovmnsnarnns



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA ........

NOMOR : ...... Tahun 20....

TAMEIEAL = i

TENTANG : Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......
SUMBER DANA : BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
KODE
REKENING _ WRASKS B Kot Wi

| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

.,..
5]

-h-;
.

2 BELANJA
21 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
211 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2| 1| 1|1 |Belanja Pegawai
dst
2|2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
22| 1 Pembangunan Saluran Irigasi
22| 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2] 1] 3 |Belanja Modal
«\d-.stI ..........................................
23 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
2@ ] X Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2| 3| 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa i
ABE.,.oovinsniiinsiinm
24 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 4|1 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2|4 | 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
8L oo oviaiarinsssensinmsaniararinsasisvass
T -
KEPALA DESA .................
(e )
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LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA ........
NOMOR e Tahun 20....
TANGGAL : e
TENTANG : Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......
SUMBER DANA : BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
KODE
GGARAN KET
12| 4|2 BANTUAR KABUPATEN 3 )
2 | BELANJA
x| 3  BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2 ; | Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2| 1| 1] 1 |Belanja Pegawai
dst =
2|2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. 2|1 Pembangunan Saluran Irigasi
22| 1|2 |Belanja Barang dan Jasa
22| 1|3 |Belanja Modal - }
GBE. o s T o
2|3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
23| 1 Pembinaan Hetentraman dan Ketertiban
2|3 | 1| 2 |Belanja Barang dan Jasa . | i
dst ....... e R s e S D e v ke —
2 4  BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 4 | 1 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa By
|2 4] 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
VRE oo i eiimnmiinsi i i ’1
CL LT

KEPALA DESA .....covvvvinnn
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LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA ........
NOMOR . ... Tahun 20....
TANGGAL
TENTANG : Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....
PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20......

SUMBER DANA : PENDAPATAN LAIN - LAIN

"BELANJA

- Tt an Tusi

LI SISO N
| | et

1 | Belanja Pegawai

1111111111111111

o
‘2

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pemb Saluran

Belanja Barang dan Jasa

el el Ll

T
|
1
|
|

ﬁ!umnw

t
P RKINN

H A0S

Belanja Modal

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

L) G0
| ot

EL b B

L
—1

2 | Belanja Barang dan Jasa

.....................

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

i
]S
@

..................................

BIDANG TAK TERDUGA

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

LT SO0 S
wicnch
[

Belanja Barang dan Jasa

PEMBIAYAAN

' PENERIMAAN PEMBIAYAAN

o o
| Ga| g
=i

1 | SILPA

............................

2
.

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
2| 1 Pembentukan Dana Cadangan

=LRE]

- -

KEPALA DESA ....ccovvvnenns
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3.2 Format Sampul DPA

NOMOR DPA : ...

SUMBER DANA
KODE REKENING
JUMLAH DANA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN . TULUNGAGUNG




3.2 Format LK DPA

DESA
KECAMATAN
SUMBER DANA
JUMLAH DANA

LEMBAR KERJA (LK)

TAHUN 20....

NO

URAIAN

=

1 BUBERY s eviinnasises

Cara pengisian :

KEPALA DESA.....coaimimeviin

1. Jumliah Dana diisi jumlah pagu dari Sumber Dana
2. Uraian diisi sesuai Prioritas Bidang sesuai aturan dari sumber dana masing-masing




3.3
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Format DPA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA

@ B

o n

SERBerTRanE. 3 b iaiisasaiiiansinnorde
Kode Rekening
Desa B e

Kecamatan

------------------------------------

Jumlah Dana

Tahun Anggaran

....................................

KODE
REKENING

VOLUME

HARGA
SATUAN

JUMLAH
_(Rp)

=8

(Rp)
5 -

b S| B |

BIDANG........

1 Pembangunan ...

b S | b

b (ba| b

Belanja Brg dan Jasa

cccccccccccccc

----------------------

-------------------------------------------

Cara pengisian :

Tahap Pembayaran diisi sesuai aturan sesuai aturan dari sumber dana masing-masing

=
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3.4 Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
nm L T T MTM A RBS AR R AR
TAHUN ANGGARAN .......c.ovnneee

1. Sumber Dana I I
2, Kode RERETINE 2 . ccimanamosaysimmg
3. Jumlah Dana $

KODE HARGA

REKENING URAIAN VOLUME | SATUAN | SATUAN '“::;";‘“

Rp. i
11 p dan Tunjangan
211171 BclgélianﬁwaiT ——
n an lTeta a lesa
a. dmggemngkax Dgsa d
- kepala Desa 1 x12 | Org / bin
- Sekretaris Desa Non PNS I x12 bln
dFerangl-:at Desa ...x 12 | Org / bln et ]
=18 it
Jumlah : 2.1

22

2/ 211 Femhngnnniﬂnnn!rmﬂ
[ 2] T4 Beianja arang dan Jasa

IZI13 BelamaModa:

E | I 3 oy = |
i | Jumlah : 2.2 — 1 -

33 R i -
[ m
|

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Pelaksana Kegiatan
TAHAP PEMBAYARAN
1. .. (%)
2. 1%;
4, 48t i TP
[Menyesuaikan aturan dari sumber dana)
LEMBAR VERIFIHASI
CATATAN :
Cara

Sumber dana diisi dari [PAD / DD / BHP&RDK / ADD / BKP / BKK / PLL)

Kode rekening diisi kode rekening Pendapatan

kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dalam APBDesa

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

kolom 4 diisi dengan satuan jenis barang/orang

kolom 5 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/ barang
kolom 6 diisi dengan jumiah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 5.

B RO RO B B8 SR

CATATAN
RAEB - SUMBER DANA/PENJABARAN APBDesa JUMLAHNYA 7

{ PAD, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, ADD, Bantuan
Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Pendapatan Lain-Lain)

‘¢
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35 Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
nm EEIETE SRS R AR AR mT“ SEsEsTEEER R R RN
TAHUN ANGGARAN .........

Jumlah s/d bulan
ini

Terdiri dari :
a. Tunai 15 - R

b. Sisa Bank R v
c. Surat-surat berharga BERN disaiiatinsiannin

................ 5 EANRBAL o.oivisinisansnnnn
MENGETAHUI
KEPALA DESA .......... BENDAHARA DESA,
Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penenima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom S diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 7 diisi dengan jurnlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 8 diisi dengan saldo kas.

Catatan :
* Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

%
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BULAN
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Format Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
nm L L ] MTH L e LR e
TAHUN ANGGARAN ........

PEMOTONGAN

o v o | o | e | 1

MENGETAHUI

......................................

Cara Pengisian :

......................................

Kolom ldiisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaarn kas atau pengeluaran kas dan jenis pajak
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom € ditsi dengan saldo buku kas bendahara.

Kolom 7 diisi dengan keterangan pemotongan pajak dari sumber dana.
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3.7 Format Buku Bank \

BUKU BANK DESA
DEBA ccnimimsivivies KEOAMATAN . cumvmivnsviiiwmies
TAHUN ANGGARAN .........

BANK CABANG @ osiasaaaanimai,

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI _ g ———
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF ——

MENGETAHUI
KEPALADESA .......coceveine 7 BENDAHARA DESA,

R R AR R LT A PR E R IR PR A AN ES A SRR EE RS

Cara Pengisian :
Kolom ldiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluararn,

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setorar.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diist dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan salde Bank.
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3.8 Format Buku Kas Pembantu Pengeluaran

BUKU EAS PEMBANTU PENGELUARAN
m SRt SESIePTEEER B e mTM SEEE . .
TAHUN ANGGARAN ..........

SUMBER DANA T sausssssrsanssrasusasiiae
KODE REKENING : .ccovvrcinssssssasssssnns
m : EEEsEEd NS RN R RN R
I . 1
; Kede - Nomor |Penerimaan Pengeluaran | Saldo

RORSR——— ;| 1! -} ————— e
MENGETAHUIL
KEPALA DESA....... BENDAHARA DESA,
Cara Pengisian :

Sumber Dana diisi dengan (PAD / DD / BHP&RDK /ADD / BKP /BKK /PLL)
Kode Rekening diisi kode rekening sumber dana (1.1 /1.2.1.1/ 1.2.2.1/1.231/ 1.2.4.1
/ 1242/ 1.3)

Bulan : disi bulan berjalan

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 6 dusi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah pengeliaran kas

Kolom 8 diisi dengan saldo kas.

CATATAN

BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN JUMLAHNYA 7 (TUJUH)

( PAD, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, ADD,
Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Pendapatan Lain-Lain)

ol



3.9 Format Buku Kas Pembantu Kegiatan
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BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
Dm EEAYRAEAEREREREI RN me FEsRETERE BTSRRI SRR .
Tm Mm SEISSEEEREER R

Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.)
- Nomor Belanja : Jumiah Saldo Kas
No. Tanggal Uraian Dari Swadaya Bukti dan Belanja Pengembalian (Rp.)
Bendahara = Masyarakat Hareng Modal ke Bendahara

Pindahan Jumlah dari halaman
sebelumnya

Jumlah

Totel Penerimaan / Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas

Jasa

Bidang dusi berdasarkan Klasifikas: kelompok.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Kolom 1 diist dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 4 diilsi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.

Kolom 6 diist dengan nomer bukti transaksi.
Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diist dengan jenis pengeluaran belanja modal.

VNN A LK

11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

L J

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

Dess ................, Tanggal ..

Pelaksana Kegiatan
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DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENGISIAN KAS

wm mD”ATAH Dw “w& nm Tm SRR Ems e S
nmu-uuuuuunuuuu m EEAN SRR SAAEA SR EEEER AT E

3.10 Format Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas

m : SEEFEATEAESAR RN RN AR
Penerimaan ( Rp | Pengeluaran | Rp ) SISA

Hode ek Uraian Bulan ini | Bulan lalu Jumlah Bulan ini ‘ Bulan Lalu | Jumlah

Pendapatan Asli Desa

1 Dana Desa

1 Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi
Dacrah Kabupaten

3.1 Alokasi Dana Desa R
4.1 Bantuan Keuangan Provinsi

4.2 Bantuan Keuangan Kabupaten
Pendapatan Lain -Lain

Jumlah PAJAK
JUMLAH + PAJAK

vorrensannany TANEEAL ot

MENGETAHUI :
KEPALA DESA ......ccverutesee BENDAHARA DESA

Cara Pengisian :

Kolom ldiisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan dalam APBDesa

Kolom 3 diisi dengan jumlah penerimaan bulan ini (se

Kolom 4 diisi dengan jumiah penerimaan bulan lalu (sesudahnya)

Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan bulan ini ditambah penerimaan bulan lalu
Kolom & diisi dengan fjumlah pengeluaran bulan ini (sekarang)

Kolom 7 diisi dengan jumlah pengeluaran bulan lalu (sesudahnya)

Kolom 8 diisi dengan jumlah pengeluaran bulan ini ditambah pengeluaran bulan lalu
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.




3.11

Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak
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LAPORAN REALISAS] PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ..........ccceee

Dm ------- LELR TR srEEmEw m- SraBsEEETEssE RS
N PAJAK FRNERTANT PENYETORAN Sisa Yang
g Bulan ini Bulan lalu Jumlah Bulao ini Bulan lalu Jumlah Belum di Setor

1 PPh Pasal 21

2 PPh Pasal 22 |

3 PPh Pasal 23

4 PPN

5 Pajak Daerah ( Konsumsi |

JUMLAH
MENGETAHUI :
KEPALA DESA ......ooovvvems BENDAHARA DESA
BN FERRS R SEER ST PEES RS ESE iSRS RS E RIS RE R

C 3

Kolom ldiisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan fenis Pajak
Kolom 3 diisi dengan jumlah penerimaan bulan ini (sekarang)

Kolam 4 diisi dengan jumlah penerimaan bulan lahi (sesudahnya)
Kolom 5 diisi dengan _jumlah penerimaan bulan ini ditambah penerimaan bulan lalu
Kolom 6 diisi dengan _jumlah penyetoran bulan ini (sekarang)

Kolom 7 diisi dengan fumlah penyetoran bulan lalu (sesudahnyaj
Kolom 8 diisi dengan jumlah pengeluaran bulan ini ditambah penyetoran bulan lalu
Kolom 9 diisi dengan dana pajek yang belum disetor.
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3.12 Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

DESA ... vreveeee. KECAMATAN ....ccovvvreemessnsnsens =
TAHUN ANGGARAN .........
1. nm = (LR LR R R R R T T R R I R R ]
2. Rm : SddSEREEERsESERRERERE R RERRE RS

Rincian Pendanaan

PERMINTAAN
ANGGARAN SEKARANG | CAMPAI | SISA DANA

NO. URAIAN

JUMLAH RS e oV e ot o e e o e U

o TANERAL ..ccoviiiiarinnsennn
Telah dilakukan verifikasi PPelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibavarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa....... Bendahara

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan bidang yang ada di APBDesa.

2. Kegiatan diisi dengan judul kegiatan dalam AFPBDesa.

3. Kolom 1 dengan nomor urut.

4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
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3.13 Peryataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

TAHUN ANGGARAN ......ccocnnnne

FEsssssmsEs

1- mn‘ H T T P T e
2. Kﬂd‘t‘n H T T T T P T P P T

NO. PENERIMA URAIAN R
JUMLAH (Rp.) RS |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk
. kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesum dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
. Kolom 1 diisi dengan nomor wrt

. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

. Kolom 2 ditsi dengan uraian keperfuan belanja

kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

O W R~
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3.14 Bukti Penerimaan

Lembar ke $ i iiieaas
KWITANSI Bukti Kas Wo & «.oooeisie
!He : LR R R R RN
Sudah terima dari : PEMERINTAH DESA ............ SUMBER DANA ........ TAHUN ...........

Uang sebanyak ; / /

Untuk pembayaran

Yang Menerima

Titlorg %/ /

Menyetujui : Setuju dibayar Lunas dibayar,
Kepala DeS& .......cooceevemvemens Pelaksana Kegiatan Bendahara Desa

Catatan :
* Dibalik Kwitansi Di Verifikasi oleh Sekretaris Desa

Di Verifikasi Oleh
Sekretaris Desa.. oo

BUPATI TULUNGAGUNG, /5

/ SYAHRI WULYO
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

4.1 Format Sampul Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
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4.2 Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan

Rancangan Peraturan Desa ........ tentang Perubahan
Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa ......... tentang

Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurufb perlu menetapkan
Rancangan Peraturan Desa ......... tentang Perubahan
Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi
Peraturan Desa ............... tentang Perubahan Atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 20...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......
dan
KEPALA DESA .......

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

Pasal 1

Rancangan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..........
Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 0,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 0,00
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00
Jumlah Biaya Rp. 0,00
Surplus/Defisit Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,00

“p
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Pasal 2

1) Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Perubahan Atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2) Dokumen Rincian Kegiatan yang merupakan Penjabaran dan
pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud akan dijabarkan dalam bentuk Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa........

Ditetapkan di
pada tanggal

.........................

Diundangkandi  ............c....es
pada tanggal

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA ........... TAHUN ....... NOMOR .......

A



LAMPIRAN :
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS

o7

PERATURAN DESA ........

....... Tahun 20...

.Peruhahan ﬁlas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
mm Dm FERPR RS RIS RSP EEBFEITRSI RS
TAHUN ANGGARAN 20......

KODE
REKENING

URAIAN

PENDAPATAN

ANGGARAN
SEBELUM

ANGGARAN
BETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH
/BERKURANG

PENDAPATAN ASLI DESA

Hasil Usaha

e
(=1

Hasil BUMDes

| | | et | ot
e | | ot | i
=

Tanah Kas Desa :

- Bengkok Kepala Desa

- Bengkok Sekretaris Desa

- Bﬂﬂgkﬁk chala Dusun

-dst

- Bengkok Kaur

dst...

- Benglmk Péiaksana Teknis
Lapanagan ..

- dst...

- Tanah Tms-m;;n. Pangnnan,
Sengkrenan dll

Hasil Aset

Tambatan Perahu

Pasar Desa o

Tempat Pemandian Umum

uwm|mmﬁl
1
[T IF AN -

Janngem [r:gasi
dst...

=
14

Swadaya, Partisipasi dan

Gotong Royong
Swadaya tenaga kerja

o
W ta
—

Barang /bahan

Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah

Retribusi Pelayanan
administrasi

- Biaya adm. Jual beli

- Biaya adm keramaian

Biava adm pendirian
bangunan

Biaya adm Pengurusan
sertifikat

dst...

Rl:trfbu.?d Pemakman Kelié.]raan
Desa

- Retribusi Pasar

- Retribusi Pakir

- Retribusi Kios/ Toko

- dst..

|_- RCtﬂbUBl Pasm --_




URAIAN

Hasil Penjualan Pengelolaan
aset desa

BERTAMBAK

/BERKURANG

Penerimaan Jasa Simpanan

- Penerimaan jasa Bank

Jumlah : 1.1

PENDAPATAN TRANSFER

(N1 MM

Dana Desa

Dana Desa

Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kab.

Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kab.

M

Alokasi Dana Desa

L |

Alokasi Dana Desa

Bantuan

il i S

EAE A Y

Keuangan
Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan Kabupaten

W @

Hibah dari Pemerintah pusat

Hibah dari Pemerintah Provinsi

@ l'..nJll'..nJ

Hibah dari Pemerintah
Kabupaten

Hibah dari Lembaga/Organisasi
Masyarakat

Hibah dari kelompok
masyarakat/perorangan

Bantuan dari donatur desa

Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah

[

—

Hasil Kerjasama dengan Pihak
ke-3

Bantuan Perusahaan Yang
Berlokasi di Desa

BELANJA

BIDANG FENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

KN NN

Belanja Pegawai

% Penghasilan Tetap Kepala
" Desa dan Perangkat Desa
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KODE
REKENING

URAIAN

ANGGARAN
SEBELUM

ANGGARAN
SETELAH

BERTAMBAH
/BERKURANG

PERUBAHAN | PERUBAHAN
b. Tunjangan BPD

KET

c¢. Tunjangan Kepala Desa dan
Pt:rar!gkat Desa

d. dst ..

Operasional Perkantoran

EelanjaBarangdan Jasa

Alat Tulis Kantor

- Benda Pos

- Dokumentasi

Cetak /Penggandaan/foto
copy

- Sewa perlengkapan

- Makan minum rapat

Makan minum harian

- Perjalanan Dinas

- Langganan Koran

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Alat dan Bahan Kebersihan

Pemasangan Air, Listrik,dan
Telepon /internet

Pembayaran Air, Listrik,dan
Telepon /internet

- Pemeliharaan

Honor tim pengelola...

Bclanja Modal

Meja dan Kursi

-  Komputer

- Mesin Tik

- Papandatadmdmg]’lﬂ{

- dst.. S e s

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

Operasional [ Insentif RT dan
RW

Belanja Barang dan Jasa

=
@

Penyelenggaraan Musrenbang
Desa

]

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan RPJM Desa

KN

Belanja Barang dan Jasa

REKP Desa

BRI

o
~1|=] o
bJ

Belanja Barang dan Jasa

Lsa] )

[
ool o

Belanja Barang dan .Jasa

Penyelenggaraan PHEN RI

BRI

it
E=a1"-]

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan HUT Desa

SR M)

#.
et |
(=18~ ]

Belanja Barang dan Jasa

111

Biaya penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa

b2

Belanja Barang dan Jasa
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URAIAN

SEBELUM

[/BEERKURANG

1|12 | Biaya penyelenggaraan
| Pemilihan Perangkat Desa
2| 1| 12| 2 | Belanja Barang dan Jasa
1|13 Pendataan Profil Desa /data
desa =
2| 1] 13| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 114 Pengadaan program
penyelengaraan pemerintahan
21|14 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 1| 14| 3 | Belanja Modal
1| 1s Penyelengaraan kerjasama
antar desa
2| 1| 15| 2 | Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan/rehab Kantor
21|16 Desa
q 1 | 16| 2 | Belanja Barang dan Jasa
1 | 16| 3 | Belanja Modal
Pembangunan/rehab Balai
21|17 Desa
2 | 17 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
21| 17| 3 | Belanja Modal
213 .28 gapuro/pagar
2| 1| 18| 2 | Belanja Barang dan Jasa
"2 1| 18] 3 [ Belanja Modal
21|19 [: £ -
Jumiah : 2.1
' BIDANG PELAKSANAAN
2|2 PEMBANGUNAN DESA
2|1 Pem Saluran
2 2 | Belanja Barang dan Jasa
212 3 | Belanja Modal
2[2[ 2 Pembangunan Plengsengan
2| 2| 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa by
212 ] 2| 3 | Belanja Modal
2,23 Pembangunan jalan Paving
21 2| 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
21 2| 3| 3 | Belanja modal R e—— o
2. 2| 4 Pembangunan jalan Rabat
2|1 2| 4| 2 | Belanja Barang dan Jasa I —
21 2| 4| 3 | Belanja Modal
2 2|58 Pembangunan jalan Makadam
2| 2| 5| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 5] 3 | Belanja modal
2(2]6 Pengaspalan jalan/perawatan
2| 2| 6| 2 | Belanja Barang dan Jasa
22| 6| 3 | Belanja Modal
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KODE ANGGARAN ANGGARAN | BERTAMBAH
REKENIN BERKURANG
G URAIAN SEBELUM SETELAH Fi KET
PERUBAHAN PERUBAHAN
2 2|7 FPembangunan jembatan
21 2| 7] 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2| 7] 3 | Belanja Modal - ]
8 Pembangunan
Dam/Bendungan air
22| 8| 2 | Belanja Barang dan Jasa
22| 8] 3 | Belanja Modal
2|2 Pembangunan Tambatan
Perahu
2] 2| 9| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 9| 3 | Belanja Modal i
2!210 Pembangunan Pembangkit
Listrik tenaga mikrohidro
2| 2| 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 10| 3 | Belanja Modal
! 2 11 Pembangunan Lumbung Desa
2 | 11| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2] 2] 11| 3 | Belanja Modal
2|2 |12 lokasi wisata
2| 2| 12| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 2| 12| 3 | Belanja Modal
2 | 13 Pengembangan komoditas
tambang mineral bukan logam
2| 2 | 13| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 13| 3 | Belanja Modal
Pengembangan tambang
2 2|14 <47 B
2| 2| 14| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2| 14| 3 | Belanja Modal
218 rumput laut
2 | 15| 2 | Belanja Barang dan Jasa
' 2 [ 2 [ 15[ 3 [ Belanja Modal
, Pengembangan hutan milik
|2 2|16 1
212 ]| 16| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 2 | 16| 3 | Belanja Modal
2|2 |17 Pengelolaan sampah
212 |17| 2 | Belanja Barang dan Jasa
212 (17| 3 | Belanja Modal
Pembangunan air bersih
2 18| | perskala desa
212 ]18| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2] 2]18| 3 | Belanja Modal —
2 19 Pembangunan sanitasi
lingkungan
2| 2| 19| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2|19 3 | Belanja Modal
2 2|20 Pembangonan MCK =~
2| 2| 20| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2 |20]| 3 | Belanja Modal




KODE ANGGARAN ANGGARAN | BERTAMBAH
- URAIAN SEBELUM SETELAH /BERKURANG | KET
PERUBAHAN | PERUBAHAN
22|21 Pembangunan gedung
posyandu
2| 2| 21| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 21| 3 | Belanja Modal
2|22z PMT gizi pada posyandu
, Balita/Lansia
2 % 2 | 22| 2 | Belanja Barang dan Jasa
;
2 (23 ﬂ!"ﬂl "mﬁm T
2| 2 | 23| 2 | Belanja Barang dan Jasa
1 Pengadaan obat pembasmi
2|2 24 nyamuk
2| 2|24 | 2 | Belanja Barang dan Jasa

25|

Pembinaan dan pengelolaan
Paud

Belanja Barang dan Jasa

2 | 26

Pengembangan dan
pembinaan seni

2| 2
.22552
2

3

2 26| 2

IIIEI.I‘
Belanja Barang dan Jasa

a7

Pembangunan gedung
Paud/TEK

27| 2

Belanja Barang dan Jasa

LS

(S]]

271 3

Belanja modal

b

28

Pembangunan gedung
perpustakaan

28| 2

Belanja Barang dan Jasa

bk

b b

28| 3

Belanja Modal

29

Pembangunan balai
pendidikan/pelatihan

29| 2

Belanja Barang dan Jasa

i N

29| 3

Belanja Modal

30

Pengadaan APE _Paud/TK

30 2

Belanja dan Jasa

LS S

KRN

30 3

Belanja Modal

31

Makanan Tambahan
Anak Bekolah [PMT-AS)

b

31| 2

Belanja Barang dan Jasa

32

Pembangunan Pasar/Kios/los

LI

32

[ 51800 M K N

Belanja Barang dan Jasa

32

Belanja Modal

33

Pembentukan BUMDesa

BN

L) -]

33

Belanja Barang dan Jasa

Penguatan Fermodalan
BUMDesa

Belanja Barang dan Jasa

Pembibitan tanaman pangan

[ 5] | W

B3N] (B W
ta
b
8]

Belanja Barang dan Jasa




KODE ANGGARAN ANGGARAN BERTAMEAH
REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH /BEREURANG
PERUBAHAN | PERUBAHAN
2 | 2 | 36 Pengadaan mesin pompa air
untuk pertanian
2 | 36| 3 | Belanja Modal
2 3,;,% Pengadaan mesin alat tanam
padi/jagung
22| 37| 3 | Belanja Modal
2| 2| a8 Pengadaan mesin alat
perontok padi/jagung
2] 2| 38| 3 | Belanja Modal
I
[ Pengadaan mesin
22|39
. penggilingan padi/jagung
' 2| 2| 39| 3 | Belanja Modal
| 2 40 Pengadaan mesin pembuatan
! pakan ternak
i 2 | 40| 3 | Belanja Modal - o
Pengadaan kapal penangkap
2 41 s
2| 2| 41| 3 | Belanja Modal
Pembangunan kolam ikan dan
2|2 |42
| pembenihan
2| 2 | 42| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 42| 3 | Belanja Modal
2|2 a3 Pengadaan material instalasi
biogas
2| 2| 43| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2|43 3 | Belanja Modal
2|2 |44 Pengadaan bibit tanaman
21 2| 44| 2 | Belanja Barang dan Jasa
j 2 | 45 Pembuatan
‘ 2 | 45| 2 | Belanja Barang dan Jasa U
2 2 “ MIIIIIIIIIII]III‘ICIIOI"
Jumiah : 2.2
2|3 BIDANG PEMBINAAN
HEMASYARAKATAN DESA
3|1 Pembinsan Ketentraman dan
Hetertiban
213 | 1| 2 |Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan
2|3| 2 LPM/KPM/PEK/Karangtaruna
din)
213 | 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa
3 Pembinaan kerukunan umat
beragama
213 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 3 Pembinaan kesenian dan
sosial budaya masyarakat
2 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
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KODE ANGGARAN ANGGARAN BERTAMBAH
REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH /BERKURANG | KET
PERUBAHAN PERUBAHAN
2 ' als Pembinaan penyulnhan HIV/
Narkoba
2 i 3 | 5| 2 | Belanja Barang dan Jasa
236 Pengadaan Sarana dan |
prasarana olah raga
2|1 3| 6 | 3 | Belanja Modal
2/38|7 e e
|
! Jumlah : 2.3
2| 4 BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
241 Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
214 | 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
j i | a | & Pelatihan pendidikan bagi
BPD
! 4 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
24l 3 Pelatihan Tim Pengelola
Kegitan (TPK)
214 | 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|4 & Pembinaan penyusunan RAB ) |
214 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
-' Pembinsan Penatausahsan
2 4|5
: lh.;lntu
2104 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 ' 4 Pelatihan Tim penyusunan
RPJM, RKP, Musrenbang
2 4| 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
Pl e Fasilitasi bantuan hukum
‘ kepada masyarakat e
! 4 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
1@ Pelatihan teknologi tepat
guna .
2| 4| 8| 2 | Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan usaha ekonomi,
2|4 |9 pertanian, perikanan dan
perdagangan
2| 4| 9| 2 | Belanja Barang dan Jasa
Y s Peningkatan kelompok usaha
ekonomi produktif —
2|4 | 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa
214 ]10]| 3 | Belanja Modal
2411 Kegiatan PKK/Perempuan
2|4 | 11| 2 | Belanja Barang dan Jasa I
2|4 12 LPM
24 | 12| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 4 13 KPFM
2| 4 | 13| 2 | Belanja Barang dan Jasa -
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KODE ANGGARAN | ANGGARAN | BERTAMBAH
e URAIAN SEBELUM SETELAH | /BERKURANG

4|14 Kegitan Karang
Taruna/pemuda/anak
2|4 |14 2 | Belanja Barang dan Jasa
24|15 Kegiatan Linmas
2| 4| 15| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2! al16 Bantuan Sosial kelompok .
masyarakat miskin
4 | 16| 2 | Belanja Barang dan Jasa

4 |%r Peningkatan kelompok tani,
nelayan, pengrajin

4 | 17| 2 | Belanja Barang dan Jasa

4 18 QB sy sivis

Jumlah : 2.4

5] 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Q 5 BIDANG TAK TERDUGA
2

5| 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa

2|5 2 A8t aansnunas

Jumiah : 2.5

SURPLUS / DEFISIT =

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIATYAAN

SILPA

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran |

Pencairan Dana Cadangan

1 | Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa Yang
Dipisahkan

Pt bt | | e
b (K = =

(] r..-:mmmmm

Hasil Kekayaan Desa Yang
Dipisahkan

Jumlah : 3.1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

1 | Pembentukan Dana Cadangan

Penyvertaan Modal Desa

umm‘uw
(oR ) | SR R ]
B B [ | et

1 | Penyertaan Modal Desa

Jumlah : 3.2

DISETUJUI OLEH
KEPALA DEBA ....ccccivvninnns




|

PN IR

O 0o~ Ovn
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. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan

. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan

. Kolom 3 diisi jumlah anggaran

. Kolom 4  diisi keterangan untuk sumber dana dengan kode rekening pendapatan

(1.1 /1.2.1.1 / 1.2.2.1 / 1.2.3.1 / 1.2.4.1 / 1.2.4.2 dan 1.3) atau
(PAD / DD / BHP & RD / ADD / BKP / BKK dan PLL)

. Nomor kode rekening 3 (tiga) digit tidak boleh dirubah dan ditambah

. Nomor kode rekening 4 (empat) digit tidak boleh dirubah dan boleh ditambah

. Nomor kode rekening 4 (empat) digit yang tidak digunakan boleh dihapus

. Penambahan kegiatan Nomor kode rekening melanjutkan nomor yang sudah ada
. Penjumlah setiap 1 digit, 2 digit dan 3 digit kode rekening.
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4.3 Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Perubahan
APBDesa

KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA ...... DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN 20.... (diisi nomor agenda Pemdes)
NOMOR ..... TAHUN 20.... (diisi nomor agenda BPD)

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA ......
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MENJADI PERATURAN DESA ........cc00nie
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

Pada hari ini ................ tanggal ................ bulan ... tahun
.............. , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama S o
Jabatan : Kepala Desa .........
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ......

Jabatan : Ketua BPD ............
2. Nama L RS

Jabatan » Walkal Ketua
3. Nama .

Jabatan . Sekretaris BPD
4. Nama E v

Jabatan : Anggota BPD
5. Nama B R R

Jabatan . Anggota BPD
6. Nama O —

Jabatan : Anggota BPD
¢ | R

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa

ciiiiessssss Kecamatan .........
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Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa ... Tentang
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
20.... telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan
mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan
Peraturan Desa .......... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa .... Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20...

Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggab sah apabila
disepakati %2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan
Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa ... dan Badan
Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar
dalam Penetapan Peraturan Desa .......... tentang Perubahan Atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...

Dibuat dl ;i
pada tanggal:...............

Dibuat di O
pada tanggal : ..............

KEPALA DESA ..... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA ........
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4.4 Format Keputusan BPD tentang Perubahan APBDesa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ....coovvrrarsnnennens KECAMATAN ........... s

KABUPATEN TULUNGAGUNG

%

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : ...... TAHUN 20....
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA ....
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....

MENJADI PERATURAN DESA ............. TENTANG PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

P -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

bahwa Rancangan Peraturan Desa .... tentang Perubahan Atas
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 20.... telah final dilakukan proses dan tahapan dan
mekanisme penyusunan serta pembahasan;

bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama Tim Pengelola
Keuangan Desa ...... , dengan melaksanakan kegiatan
penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan desa
untuk tahun anggaran berjalan telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut,
Badan Permusyawaratan Desa ..... periu untuk menetapkan
Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan
Desa ...... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk dapat ditetapkan
menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7 I 3 PR —

MEMUTUSKAN :

: Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan

Peraturan Desa............ tentang Perubahan Atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa ..... Tentang Perubahan Atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....;

: Anggaran Biaya yvang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini

dibebankan pada Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA .......... KECAMATAN .........
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. 8dr. Bupati Tulungagung di Tulungagung

D00, CHERAE ;.o cmvompsinsnysy . N —
3. Sdr. Kepala Desa ..........coceveemnnee @l covieniiiciiiiiinnes

BUPATI, TULUNGAGUNG, A

/ S5Y. YO
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN

LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi dari Undang-Undang  Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pendapatan Desa
salah satunya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerash  Kabupaten  Tulungagung dalam
melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai
perwujudan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung melalui
Peningkatan Sumberdaya Manusia yang profesional berdasar iman
dan takwa serta Misi yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
vang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah
untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung yang
menyentuh masyarakat dalam skala prioritas dalam mewujudkan Visi
dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan
meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk
percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Tulungagung.

MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk mempercepat
akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan
pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan
peningkatan infrakstruktur perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Desa adalah untuk :

a. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan
membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan
prasarana infrakstruktur perdesaan;

b. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian
masyarakat perdesaan;

c. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Bantuan Keuangan Desa diberikan pada Desa-Desa secara
bertahap di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan Ilingkup
kegiatan, meliputi :
a. pembangunan Rehab Kantor / Balai Desa;
b. pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang mendesak

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c. Bantuan Keuangan Lain-lain.

KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA
1. Perencanaan
a. Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan Desa
kepada Pemerintah Desa didasarkan pada prioritas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)] Kabupaten
Tulungagung (top down) dan usulan Pemerintah Desa (bottom

up);
/(
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b. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan
verifikasi terhadap desa penerima bantuan berdasarkan prioritas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tulungagung (top down) dengan alokasi pemberian
Bantuan Keuangan Desa sesuai kemampuan Keuangan Daerah;

¢. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui SKPD yang
membidangi dibantu Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa
Kabupaten Tulungagung melakukan verifikasi kegiatan atas
usulan Pemerintah Desa kepada Bupati Tulungagung (bottom
up);

d. Permohonan bantuan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang disahkan oleh Kepala Desa disertai dengan Foto Lokasi
Kondisi 0% (nol persen);

e. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati Tulungagung untuk
penetapan persetujuan terhadap lokasi Desa, jenis kegiatan dan
besarnya Bantuan Keuangan Desa.

2. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Desa
Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan
Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati Tulungagung yang
difasilitasi Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang membidangi
dan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

3. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa mengikuti
ketentuan perundangan vang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA
Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa sebagai penerima

Bantuan Keuangan Desa adalah :

a. melakukan identiflkasi usulan kegiatan masyarakat secara
partisipatif;

b. menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan
kegiatan masyarakat hasil identifikasi usulan secara partisipatif;

c. mengadakan rapat dengan melibatkan pemangku kepentingan
dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

d. menetapkan pembentukan Panitia Pembangunan sesuai jenis
bantuan yang diajukan;

e. mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati
Tulungagung;

f. melaksanakan penerimaan Bantuan Keuangan Desa dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

g menggunakan Bantuan Keuangan Desa sesuai Rencana Anggaran
Biaya (RAB) dengan mengacu ketentuan perundangan yang
berlaku;

h. penerima Bantuan Keuangan Desa merupakan obyek pemeriksaan;

mempedomani Peraturan Bupati Tulungagung dan ketentuan

pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa;

J. melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa kepada
Bupati Tulungagung melalui SKPD yvang membidangi.

[y

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA
Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa

disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku kepada Bupati Tulungagung melalui SKPD yang membidangi.

P
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Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh
penerima bantuan yang meliputi :
nama desa;
besar bantuan keuangan;
dana yang sudah dicairkan;
perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan
0% - 50% - ].UU":V::;
5. lampiran-lampiran.

ool

PAJAK BANTUAN KEUANGAN DESA.

Bendahara Desa  berkewajiban  memotong/memungut dan
menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulungagung, berpedoman pada ketentuan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan kegiatan pembangunan fisik dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten.

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan
pengelolaan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Desa dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG/{

43? YO
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

6.1 Format Laporan Semester Pertama

LAPORAN REALISAS]I PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEBA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA ....cccccnericnanressnaesas
TAHUN ANGGARAN .............

JUMLAH | LEBIH /
URAIAN

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DESA
Hasil Usaha

Hasil BUMDes

Tanah Kas Desa :

- Bengkok Kepala Desa
. - Bengkok Sekretaris Desa

P et e el L
| |l |l
o

|
e

- dst...
- Bcngkok.l{aur e

---------------------------

]
j= N
!

7
3
g
%
2 |
‘]

dst... o
Tana.h Titmom, Pangunan,

Scngkmnandll
- dat...

1

Hasil Aset

Tambatan Perahu

Pasar Desa

Tempat Pemandian Umum

Jaringan Ing.im
dst...

U U
o L Ll el bt
BB BD BD | B D
| |62 B |

. 11 Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong B —
1| 1] 3| 1 | Swadaya tenaga kerja
1| 1| 3|2 | Barang /bahan

(4]

111 & Lain-lain Pendapatan Asli

Desa yang sah

Retribusi Pelayanan

administrasi

- Biaya adm. Jual beli

- Biaya adm keramaian
Biaya adm pendirian

~  bangunan
Biaya adm Pengurusan

~ sertifikat

- dst... i

Retnbum Pcmakaxan Ktkayafm

Desa

- Retribusi Pasar

- Retribusi Pakir

- Retribusi Kios/Toko

- dst..

- Remhusl Pas&r




| JUMLAH JUMLAH | LEBIH /
| URAIAN ANGGARAN | REALISASI | KURANG | KET.

Hasil penjualan pengelolaan
asel desa

.11 1] 4| 4 | Penerimaan Jasa Simpanan
- Penerimaan jasa Bank

Jumlah : 1.1

2 PENDAPATAN TRANSFER
2|1 Dana Desa
2 1 1 | Dana Desa

|t | et

Bagian dari Hasil Pajak dan |
Retribusi Daerah Kab.
Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kab.

=
bo
b

Alokasi Dana Desa
1 | Alokasi Dana Desa

Bantuan Kenangan . u
1 | Bantuan Keuangan Provinsi
2 | Bantuan Keuangan Kabupaten

| |
[ SRS ]
Alenl [woe

Jumlah : 1.2

PENDAPATAN LAIN-LAIN
Hibah dan Sumbangan dari
1 Pihak ke -3 yang tidak

T
Hibah dari Pemerintah pusal
Hibah dari Pemerintah Provinsi
Hibah dari Pemerintah
Kabupaten
Hibah dari Lembaga/Organisasi
Masyarakal
Hibah dari kelompok
masyarakat/perorangan
Bantuan dar donatur desa
i | Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah
1lalalz Hasil Kerjasama dengan Pihak

ke-3

1| 3| 2 | p | Bantuan Perusahaan Yang
' | Berlokasi di Desa

fa—
—

i o (4 L2
(=

—
b | w o)~

s
L
—
&

[
R
i

Jumlah : 1.3

2 : BELANJA
21 BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

a1 1 Penghasilan Tetap dan

211 1 | 1 | Belanja Pegawai

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa

b. Tunjangan BPD -

¢. Tunjangan Kepala Desa dan

| Perangkat Desa
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S JUMLAH LEBIH /
| REKENING URAIAN ANGGARAN | REALISASI KURANG KET.
|21 | 2 Operasional Perkantoran
2| 1| 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa
| - Alat Tulis Kantor
- Benda Pos
- Dokumentasi i
~ Cetak /Penggandaan/foto
copy
- Sewa perlengkapan
- Makan minum rapat
- Makan minum harian
- Perjalanan Dinas
- - Langganan Koran
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Alat dan Bahan Kebersihan
_ Pemasangan Air, Listrik,dan
Telepon /internet _
_ Pembayaran Air, Listrik,dan
Telepon /internet |
- Pemeliharaan ‘
B | - Honor tim pengelola........... '
2111213 Br:lnn]a Maodal
- Meja dan Kursi
| | | |- Komputer —
- Mesin Tik
- Fapﬂn data dinding PKK
- dst.. B Sy SO
2 3 Operasional BPD
211 1] 31| 2 | Belanja Barang dan Jasa
|
' 2111 4 Operasional / Insentif RT dan
RW
|21 1 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
!
21| 81 Penyelenggaraan Musrenbang
{ Desa
21| 5| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|1 6 Penyelenggaraan RPJM Desa
2| 1 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
|2 | 1| 7 Penyelenggaraan RKP Desa
211 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
|
2 1 8 Penyelenggaraan BEGRM
2| 1| 8 | 2 | Belanja Baranp dan Jasa
21119 Penyelenggaraan PHBN RI ]
211 0 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
21|10 | Penyelenggaraan HUT Desa | = . S
211 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa
1|11 Biaya penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa
1 | 11| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 112 Biaya penyelenggaraan
Pemilihan Perangkat Desa
211 ]12| 2 | Belanja Barang dan Jasa
(= 4 |- - - _—
21|13 :::I:tum Profil Desa /data
21| 13] 2 | Belanja Barang dan Jasa




Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan/rehab Kantor
Desa

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

17

Pembangunan/rehab Balai
Desa

17

Belanja Barang dan Jasa

17

Belanja Modal

18

mmhuun
Belanja Barang dan Jasa

18

Belanja Modal

19

dst .......

Jumlah : 2.1

BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Hﬂmmmuiﬁmmﬁgﬂ

IR W

e et Lo

lanja Barang dan Jasa

EﬂmaMMﬂ

P

embangunan
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pembangunan jalan Paving

Tt

Belanja Barang dan Jasa

Belanja modal

Pembangunan jalan Rabat

Belanja Barang dan Jasa

BlLlpb (Wi (ks

Belanja Modal

Pembangunan jalan Makadam

Belanja Barang dan Jasa

Belanja modal

jalan/perawatan

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pembangunan jembatan

PReTiw ]~ I 11 Y B S T ST 1 G115 i 1 3] S 1 I S0 S8

RSB |B3bO(M| (KRN (RIRIN| (NN (RN (RN N

=I|=~1{=3| |ov|Shen| |whjnin

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

(&)

Pembangunan
Dam /Bendungan air

Belanja Barang dan Jasa

b2

] %)

Cojce

L

Belanja Modal

tolral

Pembangunan Tambatan
Perahu

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal




URAIAN

210 L I trik 1 ;
212110 Belanja Barang dan Jasa
212110 Belanja Modal
21211 Pembangunan Lumbung Desa
212111 Belanja Barang dan Jasa
212 |11 Belanja Modal
2212 Pengembangan lokasi wisata N )
212 112 Belanja Barang dan Jasa
212112 Belanja Modal
Pengembangan komoditas
2 ! 2 |13 mineral bakan |
212113 Belanja Barang dan Jasa ‘
22113 Belanja Modal
212 )|14] | vatoan
212114 Belanja Barang dan Jasa
22114 Belanja Modal
22 |15 Pengembangan rumput laut
212115 Belanja Barang dan Jasa
22115 Belanja Modal
Pengembangan hutan milik
| 21316 desa
1212116 Belanja Barang dan Jasa
(212116 Belanja Modal
|
(2| 2|17 Pengelolaan sampah
2|2 |17 Belanja Barang dan Jasa
21 2|17 3 | Belanja Modal
21218 Pembangunan air bersih
berzkala desa =
21218 Belanja Barang dan Jasa
212118 Belanja Modal
22|19 Pembangunan sanitasi
lingkungan
1212119 Belania Barang dan Jasa
212119 Belanja Modal
2|2|20 Pembangunan MCK
212120 Belanja Barang dan Jasa
212120 Belanja Modal
Pembangunan gedung
2|12 [# posyandu
212121 Belanja Barang dan Jasa ] B
212131 Belanja Modal
2|2 | 22 PMT gizi pada posyandu |
Balita/Lansia
212 (22 Belanja Barang dan Jasa
22|23 n! 'Wﬁ
212123 Belanja Barang dan Jasa
2| 2|24 ' Pengadaan obat pembasmi
nyamuk
212124 Belanja Barang dan Jasa L




URAIAN

Pmbin-:ndum

LEBIH /
KURANG

25| | Pand
21 2 | 25| 2 | Belanja Barang dan Jasa
dan
2| 2|26 Pengembangan
pembinaan sanggar seni
2| 2| 26| 2 | Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan gedung
2| 2|27 Paud/TK
2| 2 | 27| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2] 2| 27| 3 | Belanja modal
28 Pembangunan gedung
perpustakaan
2| 2|28 2 | Belanja Barang dan Jasa
21 2| 28| 3 | Belanja Modal
2| 2|29 Pembangunan balai |
pendidikan/pelatihan |
21 21 29| 2 | Belanja Barang dan Jasa |
21 2| 25| 3 | Belanja Modal
2| 2[30| |Pengadaan APE Paud/TK | -
2 | 2 | 30| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 2 | 30| 3 | Belanja Modal -
2| 2la1 Program Makanan Tambahan
Anak Sekolah [PMT-AS)
2| 2 | 31| 2 | Belanja Barang dan Jasa
212|332 Pembangunan Pasar/Kios/los
212 |32| 2 | Belanja Barang dan Jasa
21 2 |32| 3 | Belanja Modal
2|2 |33 Pembentukan BUMDesa N BT
2| 2 |33 2 | Belanja Barang dan Jasa
P!l."ll-_t—,ll Permodalan
i BUMDesa
2| 2| 34| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|2 |35 Pembibitan tanaman X
2| 2| 35| 2 | Belanja Barang dan Jasa
:1 2| 2|36 Pengadaan mesin pompa air
untuk pertanian |
2 | 36| 3 | Belanja Modal
2| 2|37 Pengadaan mesin alat tanam
padi/jagung
212 137]| 3 | Belanja Modal
3s Pengadaan mesin alat
| perontok padi/jagung
| 212 | 38| 3 | Belanja Modal
2|2 |as Pengadaan mesin
2| 2 |39]| 3 | Belanja Modal
40 Pengadaan meﬂn'_pmhmtln
pakan ternak
2 2140 3 | Belanja Modal




KODE JUMLAH JUMLAH LEBIH /
REKENING URAIAN Al HABI G KET.
2 | a1 Pengadaan h penangkap
ikan
2| 2 |41] 3 | Belanja Modal
2| 2| a2 Pembangunan kolam ikan dan
pembenihan
2| 2 (42| 2 | Belanja Barang dan Jasa
: 2|2 (42| 3 | Belanja Modal
| 2| 2|43 Pengadaan material instalasi
| plogas
| 2|12 |43 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 2 [43] 3 | Belanja Modal
22 |44 Pengadaan bibit tanaman
2| 2| 44| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|2 |45 Pembuatan terasiring
2| 2 (45| 2 | Belanja Barang dan Jasa =
Jumlah : 2.2
2| 3 BIDANG PEMBINAAN i - y
KEMASYARAKATAN DESA
| 31 Pembinaan Ketentraman dan
| Ketertiban
23] 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan
33| 2 LPM/KPM/PEK/Earangtaruna
dn)
213 | 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa
213!l 3 Pembinaan kerukunan nmat
beragama - _
| 213 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
i 2 _3_ 4 Pembinaan kesenian dan
e | sosial budaya masyarakat
21 3| 4] 2 | Belanja Barang dan Jasa
2la| s Pembinaan penyuluhan HIV/
Narkoba
2|13 ]| 5| 2 | Belanja Barang dan Jasa .
23| e Pengadaan Sarana dan
prasarana olah raga
| 213 3 | Belanja Modal
23| 7 . ———
Jumlah : 2.3
2l a4 BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2|41 Pelatihan Kepala Desa dan
. Peranghkat Desa
2|4 | 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa
24| 2 Pelatihan pendidikan bagi
214 | 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa )
2| 4| 3 Pelatihan Tim Pengelola
Kegitan (TPK} ==
21 % | 3 Belanja Barang dan Jasa |
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KODE JUMLAH JUMLAH LEBIH /
REKENING TRAIAN ANGGARAN | REALIBASI | KURANG KET.
Rp. Rp. Rp.
2|4 4 Pembinaan penyunsnnan RAB
2|4 4 |2 |Belanja Barang dan Jasa |
2 5 Pembinaan Penatausahaan |
Kegiatan ; -
214 | 5| 2 | Belanja Barang dan Jasa
24l 6 Pelatihan Tim penyusunan
RPJM, REP, Musrenbang ———.
2 4| 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
| 2 7 Fasilitasi bantuan hukunm
kepada masyarakat
2 4 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 a Pelatihan teknologi tepat o
2 4| 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|49 pertanian, perikanan dan
P
2 4| 9| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 4|10 | Foaimmkstan knlompok nsaba
ekonomi produltif
24| 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 | 4 | 10| 3 | Belanja Modal = 51
2 4 | 11| | Kegiatan PKK/Perempuan
214 ] 11| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 4 (12 Kegiatan LPM . -
21 4] 12| 2 | Belanja Barang dan Jasa
24|13 Kegiatan KPM -
2| 4| 13| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 4|14 Kegitan Karang
Taruna/pemuda/anak
24| 14| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 4|15 Kegiatan Linmas
21 4]15]| 2 | Belanja Barang dan Jasa
|
2| 4|16 Bantuan Sosial kelompok I
: masyarakat miskin =
| 2| 4 | 16| 2 | Belanja Barang dan Jasa
: 2% |3 Peningkatan kelompok tani,
| nelayan, pengrajin |
' 2| 4 | 17| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2418 Bk v iiards e
Jumlah : 2.4 i
2| 5 EBIDANG TAK TERDUGA
2| 5|1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
215 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|5 2 B siviasiesninine
Jumlah : 2.5




URAIAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

—_

SILPA

' Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran

| Pencairan Dana éa—da'ﬁé;an

| Pencairan Dana Cadangan

..
3
3
3

e

L 3
3

e Ll
Lo T | 5 e ]

| Hasil Kekayaan Desa Yang
Dipisahkan

Hasil Kekayaan Desa Yang
Dipisahkan

Jumlah : 3.1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

G fLa| Lo | Lo | Ga

(g ] LSRR ]
BT | I e [ et

Penyertaan Modal Desa

Jumiah : 3.2

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4. Kolom 4 diisi jumlah realisasi dana pada bulan Januari s/d Juni tahun berjalan
5. Kolom 5 diisi sisa lebih / kurang dari kolom 3 dikurangi kolom 4

6. Kolom 6 diisi keterangan

Catatan :

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA .....covvvvuem

* Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dilaporkan ke Bupati paling lambat
pada aklor bulan Juli talun berjalan
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Format Laporan Semester Akhir Tahun

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

SEMESTER ARKHIR TAHUN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ......cccccoinininannan
TAHUN ANGGARAN.....ccounue

el e o e T R S R e e A A =

URAIAN

PERTAMA

PENDAFPATAN

PENDAPATAN ASLI DESA

Hasil Usaha

Hasil EUMDes

Tanah Kas Desa :

- Bengkok Kepala Desa

- Bengkok Sekretaris Desa

- Bengkok chala Dusun ......

- dst..,

- Benglmk Kaur

- dst...

- Bcngkok Fn:[aksana Tcknls
Lapanagan ......

- dst...

- Tanﬂh T:nanru Pﬂngunﬁn,

Sengkrenan d]i
- dst... e AN

Hasil Aset

Tambatan Perahu

Pasar Desa

Tempat Pemandian Umum

Jaringan Irigasi

pe f i |t | | o | et
| et |t | et | et |

[ S] PSITS TSI SIS

) LS | =

A8 e

]

SBwadaya, Partisipasi dan
GotongRoyong =~

Swadaya tenaga kerja

Ll

Barang /bahan

e e

Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah

Retribusi Pelayanan
administrasi

- Biaya adm. Jual beli

- Biaya adm keramaian

Biaya adm pendirian

bangunan

Biaya adm Pengurusan
sertifikat

- dst...

Retr{busi Pmnakajan chayaan
Desa

- PRetribusi Pasar

- Retribusi Pakir

-  Retribusi hios{Toku
- dst... -

= Rttnbum Pas.ar

Hasil penjualan pengelolaan

aset desa

Penerimaan Jasa Simpanan

- Penerimaan jasa Bank

Jumlah : 1.1

\
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URAIAN

PENDAPATAN TRANSFER

REALISASI
Rp.

LEBIH /
KURANG

Dana Desa

ik N
et | et

Dana Desa

Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kab.

ba
ba
oy

Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kab.

Alokasi Dana Desa

(=

Alokasi Dana Desa

Bantuan

Keuangan :
Bantuan Keuangan Provinsi

L L |

bbb (B N
S SN I T

Bantuan Keuangan Kabupaten

Jumiah : 1.2

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Hibah dan Sumbangan dari
Pihak ke -3 yang tidak

mengikat

Hibah dari Pemerintah pusat

Hibah dari Pemerintah Provinsi

Hibah dari Pemerintah
Kabupaten

+ L B =—

Hibah dari Lembaga/Organisasi
Masyarakat

| W | o | Lo |tofjta] @ |
(=1

—
o

Hibah dari kelompok
masvarakat/perorangan

Bantuan dari donatur desa

Hasil Kerjasama dengan Pihak
ke-3

Bantuan Perusahaan Yang
Berlokasi di Desa

g8k

Jumlah : 1.3

'BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

(ST uin

Belanja Pepawai

q Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa

b. Tunjangan BPD

c. Tunjangan Kepala Desa dan
| Peranghkat Desa

L O SR T

] Eimslq'mﬂ Perkantoran

b2 |3

ot

lanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- DBenda Pos

- Dokumentasi

Cetak /Penggandaan/foto
copy

- Bewa perlengkapan

- Malkan minum rapat

- Makan minum harian



http://mim.ia.ri
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= Perjalanan inas

URAIAN

LEBIH /
KURANG

- Langganan Koran

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Alat dan Bahan Kebersihan

Pemasangan Air, Listrik,dan
Telepon/internet

Pembayaran Air, Listrik,dan
Telepon /internet

- Pemeliharaan

Honor tim pengelola...

Belan_;a Modal

- Meja dan Kursi

- Komputer

- Mesin Tik

Papran data dmdmg PKK
- dst.. n

Operasional BPFD

Belanja Barang dan Jasa

Operasional / Insentif RT dan
RW

| Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Musrenbang

Desa

GOl ]

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan RPJM Desa

(] ]

Belanja Barang dan Jasa

b

~31|=] o
%]

RKP Desa

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan BEGRM

ko

colm

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan PHEN RI

b

Ol

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan HUT Desa

BN

|
o e

Belanja Barang dan Jasa

B

Biaya penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa

Belanja Barang dan Jasa

12

Biaya penyelenggaraan
Pemilihan Desa

12] 2

Belanja Barang dan Jasa

13

Pendataan Profil Desa / Data
Desa

13| 2

Belanja Barang dan Jasa

14

Pengadaan program
penyelengaraan pemerintahan

14

Belanja Barang dan Jasa

[ 2 v

14

Belanja Modal

| 15

Penyelengaraan kerjasama
antar desa

[ 15| 2

Belanja Barang dan Jasa




KODE '
REKENING SRARL AR |
1 | 16| | Pembangunan/rebab Kantor
Desa
2 16 Belanja Barang dan Jasa
211116 Belanja Modal i
!
211117 Pembangunan/rehab Balai i
Desa -
2 17 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
211 |17] 3 | Belanja Modal
2 18 Pembangunan ppm.’piilr
21 1| 18| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 18 | 3 | Belanja Modal )
2|1119 AL i s
Jumilah : 2.1
2| 2 BIDANG PELAHSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
2. 21 Pembangunan SBaluran Irigasi
2| 2 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
22 1 | 3 | Belanja Modal
AEIE Pembangunan Plengsengan
2| 2| 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
212 2| 3 | Belanja Modal
2. 2 | 3 Pembangunan jalan Paving
212 | 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
21 2| 3|3 | Belanja modal
2|2 4 Pembangunan jalan Rabat
2| 2| 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2| 4 | 3 | Belanja Modal
2|2 | & Pembangunan jalan Makadam
2|1 2| 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2(2|85] Belanja modal -
2|2 6 Pengaspalan jalan/perawatan
2|2 6|2 | Belanja Barang dan Jasa :
22 6 |3 |Belanja Modal i
z a7 Pembangunan jembatan
2| 2| 7 |2 | Belanja Barang dan Jasa
2121 7| 3 | Belanja Modal
2 2|8 Pembangunan
Dam/Bendungan air
2 2| 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|1 21| 8 | 3 | Belanja Modal
Pembangunan Tambatan
Perahn
2121 9 Belanja Barang dan Jasa
225 el I Belanja Modal
2 2|10 Pembangnnan Pembangkit
Listrik tenaga mikrohidro
22110 Belanja Barang dan Jasa
212110 Belanja Modal
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éﬂﬂmqwmm

URAIAN

—

........

LEBIH /

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa |

Belanja Modal

Pengembangan komoditas
mineral bukan logam

Belanja Barang dan Jasa

ik M

Belanja Modal

Pengemhbangan tambang
batuan

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pengembangan rumput laut

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

habaibal  [ba|bal B

Pengembangan hutan milik !
desa

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal I

Pengelolaan sampah |

Belanja Barang dan Jasa

B{bd{ba| [ha|ba W

Belanja Modal

Pembangnnan air bersih
herskala desa

(SIS

haibd| B

Belanja Barang dan Jasa |

_Belanja Modal [

Pembangunan sanitasi

lingkungan
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pem MCK

Belanja Barang dan Jasa

MIRIN| (K2 W

BN KDk N

Belanja Modal

__T,u..
N

Pembangunan gedung
posyandu

Belanja Barang dan Jasa

haibd| W

Belanja Modal

PMT gizi pada posyandu
Balita/Lansia

Belanja Barang dan Jasa

Penanggulangan sarang
nyamuk

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan obat pembasmi
ayamuk

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan dan pengelolaan
Paud

Belanja Barang dan Jasa

pembinaan sanggar seni

Belanja Barang dan Jasa
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8]

27

Pul_lialn[unm gedung
Paud/TK

2512

Belanja Barang dan Jasa

I | |

271 3

Belanja modal

(&)

28

Pambmmugedm

28| 2

Bclan ja Barang dan Jasa

bod | o2

28| 3

Belanja Modal

w

%]

29

29[ 2

Pembangunan balai

pendidikan/pelatihan

Belanja Barang dan Jasa

(SIISY

b | B2

29| 3

Belanja Modal

Pengadaan APE Paud/TK

30| 2

Belanja Barang dan Jasa

bl | b | N

| b |

Belanja Modal

31

Program Makanan Tambahan
Anak Sekolah (PMT-AS)

ha

31| 2

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan Pasar/Kios/los |

Belanja Barang dan Jasa

T
1

Belanja Madal

MH‘ [ Sl 5 ST ]

e

L] & oo | e
a
b
L]

Belanja Barang dan Jasa

Penguatan Permodalan
BUMDesa

L

LS
w
b
5]

Belanja Barang dan Jasa

Pembibitan tanaman pangan

e 5

o] N ]

Belanja Barang dan Jasa

[ &)

&

Pengadaan mesin pompa air
untuk pertanian

B2

Belanja Modal

Peangadasn mesin alat tanam
padi/jagung

Belanja Modal

mesin alat
perontok padi/jagung

Belanja Modal

2139

Pengadaan mesin

2139 3

adi
Belanja Modal

Pengadaan mesin pembuatan
pakan tezuak

21401 3

Belanja Modal

2 41

Pengadaan kapal penanghkap
ikan

2141 3

Belanja Modal

2 | 42

Pembangunan kolam ikan dan
pembeniban

2 142| 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
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URAIAN

biogas

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pengadaan bibit tanaman

Belanja Barang dan Jasa

Pembuatan

Belanja Barang dan Jasa

| ol el (ool »

R (nm| (ol (o) B

Detiiicinasseiiien wsanas

Jumlah : 2.2

=]

W@

BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA

Pembinasan Ketentraman dan
HKetertiban

Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan

gjﬂfﬂl’lﬂmf&mtnmm

Belanja Barang dan Jasa

Pembinsan kernkunan umat
beragama

Belanja Barang dan Jasa

[ 5]

b

Pembinaan kesenian dan
sosial budaya masyarakat

]

el

s

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan penynluhan HIV/
Narkoba

Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Sarana dan
prasarana olah raga

Belanja Modal

| ol B o]

;HNHWG‘I

N o & (v @

i L Ty P P e

Jumlah : 2.3

]

BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Belanja Barang dan Jasa

Y

Pelatihan pendidikan bagi
BPD

iy

o}

Belanja Barang dan Jasa

]

Pelatihan Tim Peagelola
Kegitan (TPK)

b

Belanja Barang dan Jasa

E1E I

£ | ) @

Pembinaan penyusunan RAB

b (B2

Belanja Barang dan Jasa

]

-

4]

Pembinaan Penatausahaan
Kegiatan

e

Belanja Barang dan Jasa
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URAIAN

il kepada masyarakat
214 | 7| 2 | Belanja Barang dan Jasa
|
i a Pelatihan teknologi tepat l
| guna
2| 4| 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa a
_ Pelatihan usaha ekonomi, '
24| 9 pertanian, perikanan dan
perdagangan
214 | 9| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 4|10 Peningkatan kelompok nsaha
ekonomi produktif o
2| 4 | 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa
214 |10]| 3 | Belanja Modal
2.4 11 Kegiatan PKK/Perempuan
2.4 | 11| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2412 Kegiatan LPM .
2| 4 | 12| 2 | Belanja Barang dan Jasa i
2 4 13| | Kegiatan KPM e
214 | 13| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 4|14 Kegitan Karang
Taruns/pemuda/anak
2 | 4 | 14| 2 | Belanja Barang dan Jasa -
2/415 Kegiatan Linmas e
2| 4 | 15| 2 | Belanja Barang dan Jasa
— 1
2| 4l16 Bantuan Sosial kelompok [
masyarakat miskin | |
2| 4 | 16 2 | Belanja Barang dan Jasa | .
] T I
| | — : ——
2| a4l17 Peningkatan kelompok tani, | |
nelayan, pengrajin | ' .
214 | 17| 2 | Belanja Barang dan Jasa :
i
2418 T |
Jumlah : 2.4 i
|
2|5 BIDANG TAK TERDUGA i)
2 5] & Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2158 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
26| 2 T R A
Jumlah : 2.5
SURPLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN p- !
3|1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN -
|31 1 1 SILPA
3l 1] 111 Bisa Lebih Perhitungan
Anggaran
311121 | Pencairan Dana Cadangan
3. 1| 2] 1 | Pencairan Dana Cadangan
3 ! 1| 3 Hasil Kekayaan Desa Yang
| Dipisahkan
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KODE JUMLAH JUMLAH LEBIH /
REKENING URAIAN ANGGARAN | REALISASI | KURANG KET.
3| 1| 3|y | Hasil Kekayaan Desa Yang
Dipisahkan
Jumlah : 3.1
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
a1 20 1 Pembentukan Dana Cadangan
32| 1] 1 | Pembentukan Dana Cadangan
3] 2] Penyertaan Modal Desa
3|2 ]| 2 | 1 | Penyertaan Modal Desa )
Jumlah : 3.2
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA .................
{ )
Cara P :
1, Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4, Kolom 4 diisi jumlah realisasi dana pada bulan Januari s/d Desember tahun berjalan
5. Kolom 5 diisi sisa lebih / kurang dari kolom 3 dikurangi kolom 4
6. Kolom 6 diisi keterangan
Catatan :

* Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun diluporkan ke Bupati pada
alkhir bulan Januari tahun berikutnya




93

6.3 Format Sampul Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN PERATURAN DESA .......
NOMOR TAHUN 20

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 20...

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
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6.4 Format Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa

KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .............
Tahun Anggaran 20.....;

: 1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5694);

ol
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 2094);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......

dan
KEPALA DESA .......
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
assnensivenssisasiniensse | TARION. ANGGARAN ..o MENJADI
PERATURAN DESA .................cseonr... TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
........................... TAHUN ANGGARAN ........
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 0,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 0,00
b. Bidang Pembangunan Rp. 0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,00
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0.00
Jumlah Biaya Rp. 0,00
Surplus/Defisit Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam

lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

ol s



1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III :
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Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan
Perubahan Atas APBDesa Tahun Anggaran ......;

Laporan Kekayaan Milik Desa sampal
dengan 31 Desember ........ *

Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa ..........

Ditetapkan di
pada tanggal ...

.........................

Diundangkan di

pada tanggal

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA ........... TAHUN ......... NOMOR ........
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LAMPIRAN | PERATURAN DESA

Nomor .. Tahun ..

Tanggal :
Tentang : Lapnmn R.-.-ahsam Pelaksanaan
AFPBDesa Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DESA
mm Dm fEsEEsSTEESENsIRRERER AR RN

TAHUN ANGGARAN ..

KODE
REKENING

URAIAN

Rp.) (Rp.) =)

PENDAFPATAN

LEBIH |

ANGGARAN KURANG

FENDAPATAN ASLI DESA

Hasil Usaha

=
ey

Hasil BUMDes

b= | | | el | ek

o Gl Lol
(=]

Tanah Kas Desa :

- Bengkok Kepala Desa

- Bengkok Sekretaris Desa

- Bengkok Kepala Dusun .....

- Bengkok Kaur ..........

- dst...

. Bengkuk Pelaksaﬂa. Tekms
Lapanagan

------

- dst...

- Tm:lah Tlhﬁﬂl‘ﬂ, Pangnnan.
Sengkrenan dll

- R —

Hasil Aset

Tambatan Perahu

Pasar Desa

Tempat Pemandian Umum

Jaringan Irigasi

b | o [ i | o f i | i

| | ot | | et | il
T | s [0 | WD bt

e T T

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

-

Swadaya tenaga kerja

|2 I’ﬂ] [SELSH NN 5

-
F-Y

Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah

Retribusi Pelayanan
administrasi

- _Biaya adm. Jual beli

- Biaya adm keramaian

_ Biaya adm pendirian
bangunan

_ Biaya adm Pengurusan
sertifikat

- dst...

Rcmhusi Pe&mkaian Kehayaan
Desa

- Retribusi Pasar

- _Retribusi Pakir

- Retribusi KinafTolm
- dst...

| - Rﬁn'ibusi Pasa:




URAIAN

...................................

Penenmaan Jasa Simpanan

- Penerimaan jasa Bank

AR g s

Jumlah : 1.1

PENDAPATAN TRANSFER

Dana Desa

et | o | et

KINN

Dana Desa

Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kab.

L]

b3

Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kab.

-

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa

Bantuan

Bantuan Keuangan Provinsi

e

[Ssdi el b1 R ]| v ]

e G s ]

Bantuan Keuangan Kabupaten

Jumlah : 1.2

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Hibah dan Sumbangan dari
Pihak ke -3 yang tidak

mengikat
| Hibah dari Pemerintah pusat

| Hibah dari Pemerintah Provinsi

Hibah dari Pemerintah
Kabupaten

Hibah dari Lembaga/Organisasi
Masyarakat

Hibah dari kelompok
masyarakal /perorangan

| | | Lo i W (W

| | WK

Bantuan dari donawur desa

T T e

=

Lain-lain Pendapatan Desa
sah

yang
Hasil Kerjasama dengan Pihak
ke-3

Bantuan Perusahaan Yang

Berlokasi di Desa
dst..

Jumlah : 1.3

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

b W[ NN

Belanja Pegawai

e Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa

b. Tunjangan BPD

¢. Tunjangan Kepala Desa dan

F'cranﬁat Desa
d. dst ..




KODE

URAIARN

Operasional Perkantoran

LEBIH /
KURANG

I

— |

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda Pos

-  Dokumentasi

Cetak /Penggandaan/foto
copy

- Sewa perlengkapan

-  Makan minum rapat

- Makan minum harian

- Perjalanan Dinas

- Langganan Koran

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Alat dan Bahan Kebersihan

Pemasangan Air, Listrik,dan
Telepon/internet

Pembayaran Air, Listrik,dan
Telepon /internet

- Pemeliharaan

Honor tim pengelola...........

—

Belanja Modal

Meja dan Kursi

-  Komputer

e e

- Mesin Tik

- P&pan data dmdmg PKK

- @3 niiisaiianiia

Operasional BPD

— |

Belanja Barang dan Jasa

Operasional / Insentif RT dan
RW

LI ]

Belanja Barang dan Jasa

| o

Penyelenggaraan Musrenbang
Desa

Belanja Barang dan Jasa

Pen RPJM Desa

Helanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan REKF Desa

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan BEGRM

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan PHBN RI

i

L |(o(oe| || (O

Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan HUT Desa

(5] | = AR S = LS 5] KN (N 1 5]

=

| it
ola

Belanja Barang dan Jasa

[ ]

.r
|

Biaya penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa

b2

Belanja Barang dan Jasa

12

Biaya peny
Pemilihan P Desa

iwn

1 |12

Belanja Barang dan Jasa

13

Pendataan Profil Desa fdata
desa

L]

13

Belanja Barang dan Jasa




KODE JUMLAH JUMLAH LEBIH /
REKENING URAIAN ANGGARAN | REALISBASI | KURANG KET.

kerjasama
antar desa
2| 1115 2 | Belanja Barang dan Jasa

2116 Fmﬁmmmmh&dﬁhﬁu
Desa

211116 2 | Belanja Barang dan Jasa
211 16 | 3 | Belanja Modal

Pembangunan/rehab Balai
1|17 o

1117 Belanja Barang dan Jasa
1] A7 Belanja Modal

a3 | b

18 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
1 |18 ]| 3 | Belanja Modal

2

2

2

21|18 Pembangunan gapuro/pagar
2] 1

2

Pembangunan Saluran Irigasi
Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal

| | il
b

Pembangunan P
2 | Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal

Pembangunan jalan Paving
Belanja Barang dan .Jasa
3 | Belanja modal

oo (RSN (e b

Pembangunan jalan Rabat
2 | Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal

Pumummmhﬁmﬂﬂmhm
2 | Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja modal

EOUE AN TS T st S 8
8o

Pengaspalan jalan/perawatan
Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal

Pembangunan jembatan
2 | Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal

(SIS SIS S mmﬂjmmn nafraln] (najrofml [holrojml B

rolral  (rolrelml (rolkaln] el
~3~i=a| ||| |enjen|on
B

Pembangunan l
Dam [Bendungan air
Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal

Pembangunan Tambatan |
2129 Perahu .
e 9 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
212 9 | 3 | Belanja Modal

2|2 10 Pembangunan Pembangkit
Listrik tenaga mikrohidro

2 | 10| 2 | Belanja Barang dan Jasa
|21 2 [10]| 3 | Belanja Modal

]
[¥]
oo

balba
B3|ka
cojoo

ha




i URAIAN

LEBIH /

2 2 Pembangunan
2] 21 13 Belanja Barang dan Jasa
L2421 13 Belanja Modal :
CHE RED) P A lokasi wisata
2] 2] 12 Belanja Barang dan Jasa
212112 Belanja Modal i)
2 2 13 Pengembangan komoditas
| tambang mineral bukan logam
(212113 Belanja Barang dan Jasa
"2 2 | 13| 3 | Belanja Modal
|
2|2 14 Pengembangan tambang
| batuan
212114 Belanja Barang dan Jasa
212114 Belanja Modal
| .
(21218 embangan rumput laut |
212115 Belanja Barang dan Jasa
212115 Belanja Modal
2l2li1e Pengembangan hutan milik
desa
212116 Belanja Barang dan Jasa
212116 Belanja Modal
2|27 Pengelolaan sampah
21217 Belanja Barang dan Jasa
212117 Belanja Modal
2| 2118 Pembangunan air bersih
I berskala desa
212118 Belanja Barang dan Jasa
22118 Belanja Modal
22|19 Pembangunan sanitasi
lingkungan -—
212119 Belanja Barang dan Jasa
212119 Belanja Modal = |
22 [20 Pembangunan MCK
22120 Belanja Barang dan Jasa
22|20 Belanja Modal
| Pembangunan gedung
3 & | posyandu e
212121 Belanja Barang dan Jasa
212121 Belanja Modal
2| 2 | 22 PMT gizi pada posyandn B
Balita/Lansia
2|2 |22 Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan sarang
2|2 |23 ayamuk
219 ]23 Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan obat pembasmi
2| 2|24 nyamuk
2| 2|24 Belanja Barang dan Jasa
2| 2|25 ;:Inllﬂhinun dan pengelolaan
2|2 |25 Belanja Barang dan Jasa
|




HKODE
REKENING

URAIAN

dan

; . Pengembangan
2 2|26 bi i
|21 2 126| 2 | Belanja Barang dan Jasa
| Pembangnnan gedung
! 2|12 |27 | Paud/TK
' 21 2 | 27| 2 | Belanja Barang dan Jasa
1212 |27] 3 | Belanja modal
2 2|28 Pembangunan gedung
2 2 |28| 2 | DBelanja Barang dan Jasa
2 2 |28 3 Belanja Modal
i 2 2|29 :’ Pembangunan balai
(e pendidikan /pelatihan )
|2 2 |29 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|2 29 3 | Belanja Modal
22380 Pengadaan APE Paud/TK
2| 230 2 | Belanja Barang dan Jasa | |
2|2 [30] 3 | Belanja Modal | |
2 |z la1l Makanan Tambahan ]
Anak Sekolah (PMT-AS)
2] 2|31 2 | Belanja Barang dan Jasa
2/2[32 Pembangunan Pasar/Kios/los
212132 2 | Belanja Barang dan Jasa
21 2|32 3 | Belanja Modal
23233 Pembentukan BUMDesa
2 | 2 | 33| 2 | Belanja Barang dan Jasa
Pengunatan Permodalan
4|2 |34 BUMDesa
2 | 2 | 34| 2 | Belanja Barang dan Jasa
22135 Pembibitan tanaman i | S ——| ||
2| 2 | 35| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2| 2|36 Pengadaan mesin pompa air
untuk pertanian
2] 2 |36| 3 | Belanja Modal
2| 2|37 Pengadaan mesin alat tanam
padi/jagung
2|2 | 37| 3 | Belanja Modal
2 ag Pengadaan mesin alat
perontok padi/jagung
2| 2 | 38| 3 | Belanja Modal
2 39 Pengadaan mesin
2 [ 2139 3 | Belanja Modal
2| 2| a0 Pengadaan mesin pembuatan
' pakan ternak
2] 2 | 40 | 3 | Belanja Modal
2| 2la1 Pﬂﬁm kapal penangkap
21 2141 3 | Belanja Modal
= J




URAIAN

Pembangunnan kolam ikan dan
22|42 beni
2| 2 (42| 2 | Belanja Barang dan Jasa
212 42| 3 | Belanja Modal
2 2 |a3 Pengadaan material instalasi
2| 2 ]|43| 2 | Belanja Barang dan Jasa
12| 2 |43]| 3 | Belanja Modal
"2 2 44| | Pengadaan bibit tanaman
' 2] 2 | 44| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|2 [ 45| | Pembuatan terasiring
"2 | 2145 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2 [ 46] | Dot ]
Jumlah : 2.2 H
i 2l 3 BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA
23| 1 Pembinaan Keteatraman dan
Ketertiban
21 3] 1] 2 | Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan
2|8| 2 LPM/KPM/PKK/Karangtaruna
dit)
21 3| 2| 2 | Belanja Barang dan Jasa
23l a3 Pembinaan kerukunan umat
beragama
21 3| 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
2|3l a Pembinaan kesenian dan
sosial budaya masyarakat
2|1 3| 4| 2 | Belania Barang dan Jasa
23|85 Pembinaan penyuluhan HIV/
Narkoba
21 3| 5] 2 | Belanja Barang dan Jasa
2lal e Pengadaan Sarana dan
prasarana olah raga
21 3| 6| 3 | Belanja Modal
2/13| 7 o TR T
Jumliah : 2.3
2! a4 BIDANG PEMBERDAYAAN
MABYARAKAT DESA
24| 1 Pelatihan Kepala Desa dan
t Desa
24| 1 2 |Belanja Barang dan Jasa
2 4|2 Eelntihnn peaiidimo bagh 1
BPD
"2 4 | 21 2 | Belanja Barang dan Jasa RS SRS S|
2| a4l 3 Pelatihan Tim Pengelola
Kegitan (TPK) B
|21 4] 3| 2 | Belanja Barang dan Jasa
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KODE JUMLAH JUMLAH LERBIH /
URAIAN ANGGARAN | REALIBAS]I EURANG KET.
REKENING R R
2 4| 4 Pembinaan penyusunan RAB
2141 4 Belanja Barang dan Jasa
24| s Pembinaan Penatausahaan
Kegiatan
214 | 5 Belanja Barang dan Jasa =
[ 2l el s Pelatihan Tim penyusunan
i RPJM, RKP, Musrenbang
|24 6 Belanja Barang dan Jasa
alel 7 Fasilitasi bantuan hukam
kepada masyarakat
21417 Belanja Barang dan Jasa
| Pelatihan teknologi tepat
2(4 8
guna
214 | 8 Belanja Barang dan Jasa
| Pelatihan usaha ekonomi,
2| 4|9 pertanian, perikanan dan
2 9 Belanja Barang dan Jasa
| 2 ali0 Peningkatan kelompok usaha
| ekonomi produlktif
214110 Belanja Barang dan Jasa |
24|10 Belanja Modal |
2 411 Kegiatan PKK/Perempuan
21411 Belanja Barang dan Jasa
2412 Kegiatan LPM | |
T | & | 12 Belanja Barang dan Jasa 1
2413 Kegiatan KPM N
214 ]13 Belanja Barang dan Jasa
2| 4|14 - € ara £ o
Taruna/pemuda/anak
214114 Belanja Barang dan Jasa
2415 Kegiatan Linmas -
204115 Belanja Barang dan Jasa ]
2 4|16 Bantuan Sosial kele F;nk
masyarakat miskin
24|16 Belanja Barang dan Jasa | | A ——— P
2| 4|17 | Peningkatan kelompok taai,
nelayan,
214 [1F Belanja Barang dan Jasa
2 418 .
]_ —
! Jumiah : 2.4
2|5 BIDANG TAK TERDUGA
25| 1| | Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2151 1 Belanja Barang dan Jasa
2|8 2| PO s
|
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LAMPIRAN Il PERATURAN DESA

Nomor : ....... Tahan ............
Tentang: Laporan Kekayaan Milik Desa
sampai dengan 31 Desember

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...........
TAHUN N TAHUN N-1
URAIAN (Tahun Periode (Tahun
Pelaporan) Sebelumnya)

1. ASET DESA

A. ABET LANCAR
1. Kas Desa

a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

. Piutang

a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

. Persediaan

a. Kertas Segel
b. Materai

2.

3.

4.

. Investasi Permanen

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa
Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- dst.._...
Dana Cadangan
- Dana Cadangan
Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A +B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I-11)

KEPALA DESA ...,




107

Penjelasan tabel:

2

I
8.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.

Uang kas adalah uang milik Pemenrintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa
maupun di rekening kas desa

Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa,
antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling
lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.

Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai
dengan uang batk berupa uang kertas maupun surai berharga dalam periode normal,
antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik
desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan
dan instalasi

Dana ecadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang
memerfukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Permerintah.
Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak
dibuka peluang untuk pinjaman.
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LAMPIRAN III PERATURAN DESA

Nomor : ...... Tahun .........
Tanggal | ..oiiiiieeiiiienn e
Tentang : Program Sektoral dan

Program Daerah yang masuk
ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal v
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Jenis Lokasi Rincian Sumber Jumlah |
No. Kegiatan Kegiatan S~ Volume | Satuan D |RP]_
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp.
|
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp.
g ! |
Sub Total (4) =5 Rp.
Total (1 s/d 4) Rp.
KEPALA DESA

BUPATI TULUHGAGUHG%

LS

¥ sy YO
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LAMFIRAN VII PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

7.1 Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa
Jabatan

BAB |

BAB II

BAB IIT :

BAB IV :

BAB V

LAPORAN EETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
a. Potensi unggulan Desa
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa).

C. Prioritas Desa

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

2. Target dan realisasi Pendapatan

3. Permasalahan dan penyelesaian
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

2. Target dan realisasi Belanja

3. Permasalahan dan penyelesaian

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Dasar Hukum

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
. Satuan pelaksana kegiatan Desa

. Pelaksanaan kegiatan vang diterima

. Sumber dan Jumlah Anggaran

. Permasalahan dan penyelesaian

DU B WK




BAB VI :

BAB VII :

LAMPIRAN
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B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian
B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian
C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya

PENUTUP
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Pasal 4
Penjelasan terperinci yang berhubungan serah terima yang dimaksud pasal 1
huruf b diatas adalah Buku Kas Umum dan buku pembantunya, Berita Acara
Penutupan Kas serta bukti-bukti pengeluaran,

Demikian Berita Acara Serah Terima Kas ini dibuat dan ditandatangani kedua
belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Tanggal
Pihak Kedua Pihak Pertama
Yang Menerima Yang Menyerahkan
Saksi | Saksi Il
Nama T R R Nama Sy S e
B P 12717 : 1 2 QN JANELEIE 7 csiissssanoramisaraniiies

BUPATI TULUNGAGUNG, /z
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